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KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas rahmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat

menyelesaikan Laporan Aksi Perubahan ini tepat pada waktu. Adapun judul dari aksi perubahan saya

ini adalah:

SISTEM INFORMASI CEPAT DAN PINTAR (SI CETAR) UNTUK PENCATATAN PEMBAYARAN
MELALUI QR CODE DAN ID UNIK DI INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN. Pada kesempatan ini penulis

ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu,

membimbing dan memberikan arahan serta petunjuk baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Sehingga Rancangan Aksi Perubahan ini dapat diselesaikan dengan baik, serta penghargaan yang

setinggi-tingginya kepada:

1.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku Penjamin Mutu Pelatihan Kepemimpinan
Pengawas Angkatan IV Tahun 2025.

Prof. Dr.H.M. Edwar Juliartha, S.Sos, M.M selaku Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan
beserta jajarannya yang telah menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)
Angkatan [V Tahun 2025.

Ibu Ir. Yusnanie, MM selaku coach/pembimbing yang telah membantu, membimbing dan
mengarahkan dalam proses pembuatan Aksi perubahan ini.

Bapak Dr. H. Muhammad Senen Har, S.IP., M.Si  sebagai mentor dan juga project sponsor
terlaksanannya Aksi perubahan ini.

Bapak Ir. H. Novian Aswardani, S.T., M.M,IP, ASEAN. Eng sebagai Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

Bapak Ir. H. Yudho Joko Prasetyo, ST,MT,|.PM,ASEN.Eng sebagai Sekretaris Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

Para Widyaswara yang telah memberikan materi dan pembelajaran pada Pelatihan
Kepemimpinan Pengawas

(PKP) Angkatan IV Tahun 2025.

Serta Tim Efektif dan semua pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan dalam proyek
perubahan ini.

Orang tua, Suami dan serta keluarga yang telah mendo’akan, mendukung dan memotivasi
sehingga penulis dapat mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan IVTahun

2025 dan menyelesaikan rancangan aksi perubahan ini dengan baik.
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QR Code dan ID Unik yang efektif, efisen dan akuntabel di perlukan untuk Pencatatan
Pembayaran antara pemangku kepentingan, baik dari internal organisasi maupun dari instansi terkatt.
Oleh karena itu, Digitalisasi pembuatan QR Code dan ID Unik ini menjadi langkah penting dalam
menciptakan mekanisme penata usaha keuangan yang akurat, transaparan, dan terintegrasi serta
mendukung prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui QR Code
dan ID Unik, diharapkan mempermudah proses pencatatan pembayaran, rekonsiliasi, meningkatkan
kecepatan layanan administrasi keuangan sehingga memudahkan proses monitoring, pelaporan, dan
pengawasan baik oleh internal instansi maupun pihak pengawas eksternal serta memperkuat legitimasi
atas keputusan-keputusan yang diambil sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya pembayaran
ganda.

Laporan ini memuat latar belakang, tujuan, perencanaan, proses pelaksanaan, kendala yang
dihadapi, serta hasil yang telah dicapai dalam kegiatan ini. Selain itu, laporan ini juga memberikan
analisis mengenai resiko pembayaran ganda karena pencatatan manual belum terintegrasi.
Penyusunan rancangan aksi perubahan ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan saran
dan kritik yang membangun dari pembaca untuk penyempurnaan Rancangan Aksi Perubahan ini
sehingga dapat bermanfaat bagi penulis,pembaca, organisasi dan semua pihak yang berkepentingan
dengan rancangan aksi perubahan ini.

Semoga laporan ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat, tidak hanya sebagai dokumentasi kegiatan,
tetapi juga sebagai referensi dalam pencatatan pembayaran melalui QR Code dan ID Unik yang serupa

penatausaha keuangan secara umum.

Palembang, = Desember 2025

Penulis,

Maulida Justisia, SE.MM
NDH :19
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan penatausahaan keuangan yang lebih efektif, efisien, dan
akuntabel, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
mengimplementasikan pencatatan pembayaran dengan Sistem Informasi Cepat dan Pintar
(SI CETAR) melalui QR Code dan ID Unik. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap
tantangan yang selama ini dihadapi, yaitu masih manual nya pencatatan pembayaran,
mengurangi potensi terjadinya pembayaran ganda dan mempermudah pelacakan riwayat

tagihan pembayaran rekanan.

Sistem Informasi Cepat dan Pintar (SI CETAR) ini sebagai sarana penunjang
pencatatan dengan baik dan transparan yang dapat menjadi bukti kredibilitas finansial saat
mengajukan tagihan pembayaran di mana seluruh pemangku kepentingan di lingkungan dinas
dapat mencatat pembayaran nya menggunakan SI CETAR. Dengan kata lain, perpaduan QR
Code dan ID Unik membuat proses pencatatan pembayaran menjadi cepat, aman, dan data

nya tercatat jelas dalam sistem informasi.

Hasil yang diharapkan dari terobosan inovasi ini meliputi: meningkatnya kualitas
dokumen penatausahaan keuangan, penguatan akuntabilitas pelaksanaan program, serta
terciptanya budaya kerja yang digitalisasi. Secara jangka panjang, upaya ini membangun
fondasi data yang kuat, memiliki rekam jejak keuangan digital yang rapi dan terverifikasi
melalui data transaksi yang konsisten dan akurat serta pengambilan keputusan strategis yang
lebih baik serta berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi dalam
mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan di

Provinsi Sumatera Selatan.

Xi
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BAB |
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan
akuntabel, diperlukan adanya peningkatan kinerja dan pelayanan publik secara
berkelanjutan di setiap perangkat daerah, termasuk pada Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman provinsi Sumatera Selatan.

Penyusunan Rancangan Aksi Perubahan Kinerja dan Pelayanan menjadi
langkah strategis yang penting guna mendorong transformasi organisasi menuju
kondisi ideal yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan
pembangunan kawasan permukiman yang terus berkembang. Kondisi ideal yang ingin
dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kinerja yang optimal
seperti tercapainya target-target pembangunan perumahan dan penataan kawasan
permukiman sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan terwujudnya inovasi dan
kreativitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan, adanya sistem monitoring dan
evaluasi kinerja yang terukur dan berkelanjutan, pelayanan yang prima dengan
meningkatkan kualitas SDM, melakukan tata kelola yang baik seperti
mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik seperti
transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan menjalin koordinasi yang baik dengan
berbagai unsur Masyarakat dan stakeholder terkait.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, Sub
Bagian Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera
Selatan memiliki tugas yang sangat penting dalam penatausahaan keuangan yang
bertujuan untuk mendukung kinerja di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan, guna tercapainya indicator dan target yang selaras dengan
visi misi yang telah tercantum pada RPJMN, RPJMD dan Renstra.

Saat ini tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan telah bersinergi dengan Asta Cita yang menjadi visi dan
misi pembangunan Indonesia yang dirumuskan oleh Presiden Republik Indonesia
pada empat Asta Cita yaitu Asta Cita 2- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk
pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; Asta Cita 6 - Mewujudkan
pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Asta Cita 7 — Membangun stabilitas
politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi  pelayanan public dan Asta

Cita 8 — Memperkuat sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

LAPORAN AKSI PERUBAHAN
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Republik. Sinergitas antara Asta Cita dengan Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman provinsi Sumatera Selatan antara lain:

1. Asta Cita 2 — Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang
berkualitas berkeadilan. Digitalisasi pencatatan pembayaran akan meningkatkan
efisiensi pengelolaan keuangan negara/daerah, menekan potensi kebocoran
anggaran, serta memastikan belanja pemerintah lebih tepat sasaran.

2. Asta Cita 6 — Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
Dengan penggunaan QR Code dan ID unik dalam pencatatan pembayaran, setiap
transaksi dapat ditelusuri secara transparan. Hal ini memperkuat akuntabilitas
birokrasi dan mencegah praktik maladministrasi seperti pembayaran ganda atau
penyalahgunaan anggaran.

3. Asta Cita 7 — Membangun stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan
transformasi pelayanan publik. Aksi perubahan ini merupakan bagian dari
transformasi pelayanan publik berbasis digital (SPBE), yang meningkatkan
kecepatan, ketepatan, dan kepastian pelayanan administrasi keuangan.

4. Asta Cita 8 — Memperkuat sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Sistem digitalisasi pencatatan pembayaran dapat
diintegrasikan lintas instansi, baik di pusat maupun daerah, sehingga
meningkatkan keseragaman, sinergi, dan konsistensi tata Kelola keuangan.

Dengan demikian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman provinsi
Sumatera Selatan dapat bersinergi dalam mewujudkan tujuan Asta Cita terutama pada
aspek penguatan tata kelola pemerintahan (clean government), peningkatan kualitas
pelayanan publik, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam
penatausahaan keuangan negara/daerah.

Pencapaian visi Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Provinsi
Sumatera Selatan terdepan dalam terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman
yang layak, berbudaya, aman, nyaman dan berkelanjutan guna mendukung Visi
Provinsi Sumatera Selatan “SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA” hal ini tidak
akan tercapai tanpa dukungan seluruh aparaturnya.

Saat ini, Kondisi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Sumatera Selatan masih menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaan tugas
dan fungsinva dalam proses penatausahaan keuangan berupa pencatatan
pembayaran yang manual melalui dokumen fisik. Kondisi ini akan menimbulkan
beberapa permasalahan, antara lain:

1. Rentan terjadi pembayaran ganda (double payment) akibat lemahnya system
verifikasi dan identifikasi transaksi.

2. Belum efisiennya dalam penggunaan kertas.

LAPORAN AKSI PERUBAHAN
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3. Transparansi dan akuntabilitas rendah karena sulitnya melacak riwayat
pembayaran secara cepat dan akurat.

Kedepannya di harapkan agar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada dalam
proses pencatatan pembayaran Melalui penerapan digitalisasi dengan pemanfaatan
QR Code dan ID unik, diharapkan terjadi perubahan mendasar pada sistem
penatausahaan keuangan instansi pemerintah, yaitu:

1. Setiap transaksi pembayaran memiliki identitas unik sehingga pembayaran ganda
dapat dicegah secara otomatis.

2. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam penatausahaan keuangan
karena data tercatat secara digital, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri kembali
dengan mudah.

Meningkatkan efisiensi melalui pengurangan penggunaan dokumen fisik.
Mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan
prinsip good governance di lingkungan instansi pemerintah.

Permasalahan penatausahaan keuangan yang masih dilakukan secara manual
tersebut tentu berpengaruh pada kualitas layanan, kecepatan proses administrasi,
serta akurasi pelaporan keuangan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan
optimalnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, aksi perubahan yang akan
dilaksanakan mengambil tema “Sistem Informasi Cepat dan Pintar (SI CETAR)
untuk Pencatatan Pembayaran Melalui QR Code dan ID Unik pada Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan”, sebagai
langkah strategis dalam mendukung modernisasi tata kelola keuangan pemerintah

daerah yang lebih efektif, efisien, dan terpercaya.

B. TUJUAN AKSI PERUBAHAN

Tujuan umum dari aksi perubahan ini adalah untuk menciptakan sistem
penatausahaan keuangan yang lebih akurat, efisien, dan akuntabel pada dinas
perumahan dan kawasan permukiman provinsi sumatera Selatan. Sedangkan tujuan
khusus dalam aksi perubahan ini antara lain:

1. Jangka Panjang (1-2 tahun) merupakan pelaksanaan
a. Terlaksananya sistem layanan /administrasi yang digital, efisiensi, transparan,
dan akuntabel.
b. Terlaksananya budaya kerja berkelanjutan yang adaptif terhadap

perkembangan teknologi dan kebutuhan Masyarakat.

LAPORAN AKSI PERUBAHAN
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c. Mendukung pencapaian visi dan misi organisasi/ instansi sesuai arah

Pembangunan nasional (misalnya keterkaitan dengan Asta Cita atau SPBE)
2. Jangka Menengah (6 bulan) merupakan Implementasi.

a. Terhubungnya system pencatatan pembayaran dengan aplikasi lain (misalnya
SIMDA/SIPD, perbendaharaan, atau layanan publik) agar data lebih
terintegrasi.

b. Terlaksananya budaya kerja berbasis digital dengan membiasakan pegawai
menggunakan aplikasi sebagai sarana utama pencatatan dan verifikasi
pembayaran.

3. Jangka Pendek (2 bulan) merupakan persiapan dan perencanaan awal.

a. Tersusunnya SOP pencatatan pembayaran berbasis digital dengan
menyediakan infrastruktur awal (aplikasi sederhana,(spreadsheet), QR Code,
dan ID Unik)

b. Terlaksanannya sosialisasi kepada pegawai terkait manfaat dan cara
penggunaan system digital dengan memberikan bimbingan teknis dasar.

c. Melakukan uji coba pencatatan pembayaran digital dengan

mengidentifikasikan kendala awal dan melakukan penyempurnaan sistem.

C. MANFAAT AKSI PERUBAHAN

Adapun manfaat dari aksi perubahan ini Adalah terealisasinya pencatatan
pembayaran secara digital dan efisiensi penggunaan kertas (paperless) sehingga
terhindarnya potensi terjadinya double payment (pembayaran ganda)

D. RUANG LINGKUP AKSI PERUBAHAN

1. Lokus
Tempat pelaksanaan aksi perubahan merupakan tempat kerja penulis yaitu di

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar 1. 1 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan

LAPORAN AKSI PERUBAHAN
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2. Fokus

CLLE

Ruang lingkup kegiatan aksi perubahan yaitu membuat QR Code dan ID Unik”

pada spreadsheet dalam Sistem Informasi Cepat dan Pintar (Si Cetar)

3. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan implementasi aksi perubahan dimulai dari tanggal 12
Oktober 2025 — 10 Desember 2025

Adapun analisis terhadap ruang lingkup pelaksanaan aksi perubahan yang

akan dilakukan yaitu membahas tentang “Digitalisasi Pencatatan Pembayaran melalui

QR Code dan ID Unik untuk Mencegah Pembayaran Ganda di Instasi Pemerintah pada

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan” didefinisikan

berdasarkan metode analisis 5W + 1H sebagai berikut :

Tabel 1.1 5W +1

]
rrsairgami
borigisn

NO| PERTANYAAN

JAWABAN

1. What ?

Apa yang akan
dilakukan ?

Melaksanakan aksi perubahan berupa

digitalisasi pencatatan pembayaran melalui
pemanfaatan QR Code dan ID Unik untuk
mencegah double payment serta
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

keuangan.

Why? Mengapa perlu
dilakukan?

Karena pencatatan manual rawan terjadi
kesalahan, keterlambatan, dan risiko
pembayaran ganda.

Digitalisasi mendukung program SPBE dan
meningkatkan kepercayaan publik terhadap

penatausahaan keuangan pemerintah.

3. | Who (Siapa
yang terlibat?)

Pelaksana utama: Unit kerja penatausaha
keuangan/bendahara pengeluaran.

Pihak terkait : Pimpinan instansi, staf penata
usaha [/ keuangan, IT, BPKAD,
inspektorat/auditor internal.

Penerima manfaat : unit kerja dan pihak ketigal

sebagai penerima layanan.

LAPORAN AKSI PERUBAHAN
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4. | Where (Dimana Aksi  perubahan dilakukan di Kantor
aksi ini di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
lakukan?) Provinsi Sumatera Selatan.

5. | When ( Kapan Untuk pengerjaan jangka pendek di jadwalkan dua
aksi ini bulan, penyusunan SOP, Sosialisasi dan uji coba.
dilakukan?)

6, | How (Bagaimana e Penyusunan pedoman Kkerja, membuat

aplikasi, mensosialisasikan dan pelatihan
pegawai, pelaksanaan uji coba, monitoring dan
evaluasi, replikasi dan implementasi penuh.

pelaksanaannya?)

¢ Didukung oleh pemanfaatan teknologi, regulasi
internal, serta komitmen pimpinan dan
pegawai

]
rrsairgami
borigisn

E. ANALISA MASALAH

Analisa masalah dalam Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan adalah:

a. Resiko pembayaran ganda karena pencatatan manual belum terintegerasi.

b. Proses verifikasi dan validasi pembayaran lambat karena masih berbasis dokumen
fisik.

c. Keterbatasan kompetensi SDM dalam aplikasi keuangan/digital.

d. Tidak adanya sistem pengingat (reminder) otomatis untuk transaksi atau jatuh

tempo pembayaran.

1. Kondisi Saat Ini

Permukiman Provinsi

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahahan dan Kawasan

Terhadap Infrastruktur Dasar dengan Sasaran diantaranya :

a.

b
c.
d

Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman ;
Terselenggaranya Perbaikan Rumah Penduduk Pasca Bencana ;
Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Air Minum ;

Meningkatnya Pengelolaan Sanitasi Lingkungan ;

LAPORAN AKSI PERUBAHAN
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e. Meningkatnya Kualitas/Kuantitas Bangunan Gedung dan Lingkungan Yang
Berstandar Teknis ;

f.  Meningkatnya kuantitas/kualitas tenaga kerja konstruksi yang terlatih yang
berstandar teknis ;

g. Meningkatnya Jumlah Pengembang Perumahan Yang Tersertifikasi ;

h. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penatausahaan ;

Untuk dapat menjalankan tugasnya Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Sumatera Selatan memliki Susunan Organsasi Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan pada tanggal 13
Desember 2016 adalah sebagai berikut:
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Gambar 1. 2 Stuktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel, 2024
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Uraian tugas dan fungsi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :
a. Kepala Dinas

Tugas : Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas

dekonsentralisasi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Fungsi :

1. Penetapan Perumahan Perencanaan, kebijakan teknis pembangunan
perumahan, tata pembangunan, penataan kawasan, pembinaan jasa
konstruksi dan perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Gubernur;

2. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman;

3. Pengkoordinasian pembinaan dan bimbingan teknis terhadap dinas lingkup
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota;

4. Penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana air minum dan
sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan rawan air;

5. Penyelenggara penyediaan dukungan/bantuan untuk kerja sama antar
kabupaten/kota dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

6. Pengembangan usaha jasa konstruksi dalam penyusunan rencana
program;

Penyelenggaraan bimbingan teknis kegiatan bina jasa konstruksi;
Penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat dibidang jasa konstruksi;
Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang
milik Negara/daerah;

10. Pembinaan administrasi, kepegawaian dan unit pelaksanaan teknis;

11. Pelaksanaan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sekretariat
Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kewenangan
desentralisasi dan tugas dekonsentralisasi di bidang perumahan dan
kawasan permukiman serta melaksanakan urusan umum,
perlengkapan, hokum, organisasi, tatalaksana, hubungan masyarakat,
kepegawaian, pendidikan dan keuangan serta melaksanakan koordinasi
dan penetapan penyusunan rencana serta prioritas jangka pendek,

menengah dan jangka panjang.

LAPORAN AKSI PERUBAHAN
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Fungsi :

1. Perencanaan urusan umum, perlengkapan kantor, keuangan dan
kepegawaian;

2. Pengevaluasian urusan umum, perlengkapan kantor, keuangan dan
kepegawaian;

Pelaksanaan pengawasan ke dalam/ intern;
Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana dan program
serta penyusunan anggaran pembangunan;

5. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan keterpaduan program dalam
pemanfaatan berbagai sumber dana baik pusat, provinsi, kabupaten/kota
maupun bantuan luar negeri;

6. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman standarisasi teknis
perencanaan umum untuk penataan kawasan, perumahan, tata bangunan,
air minum dan saranan lingkungan serta bina jasa konstruksi;

7. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi program pembangunan
lingkungan permukiman dan kawasan
Pelaksanaan survei, pendataan, evaluasi dan pelaporan;
Penandatanganan bidang administrasi bidang kepegawaian, keuangan
dan pembangunan sesuai dengan pelimpahan dari kepala dinas;

10. Pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga,
perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan
masyarakat;

11. Pengelolaan penata usahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik
negara/daerah;

12. Pelaksanaan urusan kepegwaianan, pendidikan dan pelatihan;

13. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan.

a) Sub Bagian Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan
Tugas :
1. Menyiapkan rencana kebutuhan belanja pegawai dan non pegawai;
2. Memeriksa rencana kebutuhan belanja pegawai dan non pegawai;
3. Melakukan pembinaan dan koordinasi program pembangunan

lingkungan permukiman dan kawasan;

4. Melakukan dan melaporkan setiap program / kegiatan Dinas;

5. Menyusun rencana program dan anggaran pembangunan;

6. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas;

7. Menyusun Rencana Kerja Pendapatan Anggaran (RKPA);
LAPORAN AKSI PERUBAHAN
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8.

10.

Menyusun dan menyiapkan perencanaan, melakukan monitoring,
evaluasi dan pelaporan terhadap program / kegiatan Dinas;
Menghimpun bahan-bahan dan melaksanakan koordinasi dengan
bidang-bidang di lingkungan Dinas dalam rangka penyusunan bahan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur ; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh pimpinan.

b) Subbagian Keuangan

Tugas :

1.

Menyusun dan menyiapkan surat perintah membayar dan surat
pertanggungjawaban;

Menyiapkan pengolahan administrasi keuangan;

Menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan bulanan,
triwulan dan tahunan;

Memproses gaji dan pembayaran keuangan lainya;

Memberikan bimbingan teknis tentang administrasi keuangan dalam
lingkup tugasnya; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh pimpinan.

c) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

1. Melakukan urusan surat menyurat dan tata kearsipan;

2. Mengerjakan urusan rumah tangga Dinas;

3. Memproses dan mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-
tugas keprotokolan
Menyusun, menyiapkan dan mengiventarisasi data kepegawaian;
Menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, pensiun, mutasi jabatan,
mutasi non jabatan dan pembinaan kepegawaian;

6. Memproses rotasi pegawai di lingkungan dinas;

7. Menyiapkan rencana pengembangan, pendidikan pegawai dan
mengurus kesejahteraan pegawai;

8. Mengerjakan pemeliharaan / perbaikan gedung dan inventaris kantor;

9. Melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang
milik Negara / daerah;

10. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan
Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)

LAPORAN AKSI PERUBAHAN
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11. Menyiapkan administrasi penyerahan hasil kegiatan proyek selesai;
dan

12. Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bidang Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Permukiman

Tugas : Melaksanakan penyusunan rencana sinkronisasi dan koordinasi
program, pelaksanaan, pembinaan, penyuluhan, pengelolaan,
pengawasan, pengendalian, pembangunan penyehatan lingkungan
dan pembangunan air minum.

Fungsi :

1. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan
pembinaan serta pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana air minum
penyehatan lingkungan;

2. Perencanaan teknis dan program pembangunan sarana dan prasarana
penyehatan lingkungan permukiman dan penyusunan rencana serta
program pembangunan air minum;

3. Pengevaluasian teknis pembangunan, pengelolaan sarana dan prasarana
penyehatan lingkungan permukiman serta pembangunan air minum;

4. Pelaksanaan dan pengawasan, pengendalian pembangunan sarana dan
prasarana penyehatan lingkungan permukiman serta pembangunan air
minum;

5. Pelaksanaan penyuluhan, pembinaan, pembangunandan

pengelolaan penyehatan lingkungan permukiman serta pembangunan
air minum;

6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan pengelolaan sarana
dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman dan pembangunan air
minum;

7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh pimpinan.

d. Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
Tugas : Melaksanakan pembinaan, pembangunan, pengawasan dan
peningkatan infrastruktur kawasan permukiman agar tercapai

sasaran yang telah ditetapkan.

LAPORAN AKSI PERUBAHAN 11
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Fungsi :

1. Perencanaan, peningkatan cakupan pengembangan kawasan
permukiman;

2. Pelaksanaan Pembina kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam
pengembangan kawasan permukiman;

3. Pelaksanaan peningkatan jumlah kabupaten/kota yang menerapkan
Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam pengembangan
kawasan permukiman sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan
kawasan permukiman; dan

4. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

e. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang penataan, pengendalian bangunan dan
lingkungan, penataan,pengendalian banguan dan lingkungan,
pengawasan pemanfaatan bangunan dan lingkungan.
Fungsi :

1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
pelaksanaan di bidang penataan pengendalian bangunan dan
lingkungan;

2. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teksnis, pembinaan
dan pelaksanaan di bidang pengawasan pemanfaatan bangunan dan
lingkungan; dan

3. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

f. Bidang Perumahan
Tugas : Melaksanana perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan peksanaan
dibidang penataan dan pengendalian pembangunan perumahan,
pengembangan perumahan swadaya, peningkatan kualitas lingkungan
perumahan.
Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan dibidang penataan dan pengendalian pembangunan
perumahan, meliputi penetapan kebijakanstrategis, program
perumahan, penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual
(NSPM) provinsi, pembinaan perumahan formal, pengembangan

kawasan perumahan, pembinaan hukum sesuai ketentuan peraturan

LAPORAN AKSI PERUBAHAN 12
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perundang-undangan dan pertanahan untuk perumahan;

2. Penyiapan bahan perumusan Kkebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan dibidang pengembangan perumahan swadaya, meliputi
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, fasilitasi , pengawasan,
sosialisasi, pengkajian bidang pembangunan baru, pemugaran,
perbaikan, peluasan, perbaikan pemanfaatan perumahan swadaya ;

3. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang peningkatan kualitas lingkungan perumahan,
meliputi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, fasilitasi,
pengawasan , sosialisasi pengkajian bidang peningkatan kualitas
lingkungan perumahan ; dan

4. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang berikan oleh pimpinan.

g. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Tugas : Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi dinas dalam pelayanan informasi dan perumusan serta
pelaksanaan rencana dan strategi di bidang permukiman, bangunan
dan jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi :

1. penyusunan kebijakan infrastruktur di bidang perumahan dan kawasan
permukiman meliputi permukiman perkotaan, tata bangunan dan
lingkungan, air minum, air limbah, persampahan drainase, bangunan
gedung, rumah negara dan jasa konstruksi;

2. penyusunan kebijakan pembangunan di bidang perumahan dan
kawasan permukiman yang meliputi penyusunan program dan
anggaran, evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan;

3. pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi serta fasilitas
kegiatan strategis nasional;

4. penyusun standar pelayanan minimal dan norma standar pelayanan
minimal;

5. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang perumahan dan
kawasan permukiman;

6. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan
Pelaksana serta Fungsional;

7. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan

8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

LAPORAN AKSI PERUBAHAN 13
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h. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian
dan kebutuhan

2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional
yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

TATA KERJA

a. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit
organisasi dalam lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
menerapan prinsip, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern
maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.

b. Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahanya serta memberikan bimbingan dan petunjuk
bagi pelaksanaan tugas.

c. Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman bertanggungjawab kepada atasannya masing-
masing secara berjenjang.

d. Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

Pencapaian visi Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Provinsi
Sumatera Selatan "Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdepan dalam
terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak, berbudaya,
aman, nyaman dan berkelanjutan” guna mendukung Visi dan Misi Provinsi Sumatera
Selatan “SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA” hal ini tidak akan tercapai tanpa
dukungan seluruh aparaturnya. Keberhasilan dalam pelaksanaan renstra sangat
ditentukan oleh kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan
peran masing-masing secara optimal.

Nilai-nilai yang perlu dimiliki lembaga yang akan mempengaruhi dan
mendukung terhadap pencapaian visi adalah :

1. Kejujuran dan tanggung jawab
Kejujuran dan tanggung jawab adalah nilai-nilai utama yang harus dimiliki oleh

seluruh aparatur dalam rangka mewujudkan aparatur yang handal dan profesional,
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sehingga seluruh program dan kegiatan terlaksana sesuai dengan ketentuan,
berkualitas dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
masing-masing dan selalu dapat dievaluasi sesuai kondisi.
2. Profesionalisme

Peningkatan mutu hasil pembangunan tak lepas dari SDM yang profesional
selalu mengikuti perkembangan zaman dan terdepan, didukung oleh pengelolaan
administrasi yang baik, perencanaan dan pelaksanaan yang akurat, dan komitmen
yang kuat terhadap pelayanan publik dalam penyediaan prasarana dan sarana.
3. Kreativitas

Untuk mengantisipasi tantangan pembangunan di masa yang akan datang yang
semakin luas cakupan dan sasarannya, diperlukan kreativitas seluruh aparatur melalui

penciptaan budaya berfikir dan bekerja.

Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumber daya Manusia yang berkualitas dan profesional sangat penting guna
mendukung optimalnya Keberhasilan kinerja suatu instasi. Sebagai salah satu
perangkat kerja pemerintah, Dinas Perumahan dan Kawasan Provinsi Sumatera
Selatan memiliki sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi
sebagaimana tertuang dalam Pergub No. 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,
uraian tugas dan fungsi Dinas.

Sampai dengan Desember 2022, jumlah personil Aparatur Sipil Negara (ASN)
yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebanyak 111
Orang. Data pegawai (ASN) dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan golongan, jabatan dan jenjang
pendidikannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :
1. Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.2 Jumlah Bedasarkan Jabatan

NO JABATAN KETERANGAN
1 Struktural 25
Fungsional -
3 Staf 86
LAPORAN AKS] PERUBAHAN
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2. Berdasarkan Pendidikan
Tabel 1.3 Jumlah Bedasarkan Pendidikan

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH (ORANG)
1 S3 1
2 S2 29
3 S1 67
4 D1 -
5 D3 8
6 D4 -
7 SLTA Sederajat 6
8 SLTP Sederajat 1
9 SD -
10 JUMLAH 111

Sumber : Dinas Perumhan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel, 2024

Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Sumatera Selatan

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Sumatera Selatan adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan
dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah
kebijakan dan strategis pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian
pembangunan tahun sebelumnya. Tahun pertama hingga tahun ke empat Renstra
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih memiliki berbagai
permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada
tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan merupakan keberlanjutan dari
pembangunan tahun-tahun sebelumnya yang tercantum dalam RPJMD Provinsi
Sumatera Selatan, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategis
pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun
sebelumnya.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
memberikan pelayanan tidak secara langsung berhubungan dengan masyarakat.
Namun, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
mempunyai tupoksi dalam penyediaan prasarana dan sarana dasar Perumahan dan
Kawasan Permukiman yang hasilnya dapat langsung dirasakan / diperlukan oleh
masyarakat. Dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi

LAPORAN AKSI PERUBAHAN 16
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Sumatera Selatan memiliki gedung Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan
Bangunan (PIP2B) yang secara langsung memberikan layanan informasi mengenai
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Adapun perkembangan pelayanan yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, antara lain :
1. Bidang Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Permukiman
a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Lintas Kabupaten/Kota
b. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung
Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan
Strategis Provinsi
2. Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
a. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai
dengan di bawah 15 Ha
b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha
sampai dengan di bawah 15 Ha
3. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
a. Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan
Strategis Daerah Provinsi
b. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan
Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
c. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang
Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah
d. Penyelenggaraan dan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
e. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan
Daerah Provinsi
f. Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
4. Bidang Perumahan
a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau
Relokasi Program Provinsi
b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban

Bencana atau Relokasi Program Provinsi
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c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi
Program Provinsi

d. Penyelenggaraan PSU Permukiman

Berdasarkan Peraturan Gubernur No.66 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Sumatera Selatan memiliki 5 bidang terkait yaitu Bidang Sarana
dan Prasarana Air Minum Penyehatan Lingkungan Permukiman yang memiliki tugas
Melaksanakan penyusunan rencana sinkronisasi dan koordinasi program,
pelaksanaan, pembinaan, penyuluhan, pengelolaan, pengawasan, pengendalian,
pembangunan penyehatan lingkungan dan pembangunan air minum, Bidang
Pengembangan Kawasan Permukiman memiliki tugas Melaksanakan pembinaan,
pembangunan, pengawasan dan peningkatan infrastruktur kawasan permukiman agar
tercapai sasaran yang telah ditetapkan, Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
memiliki tugas Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang penataan, pengendalian bangunan dan lingkungan,
penataan,pengendalian banguan dan lingkungan, pengawasan pemanfaatan
bangunan dan lingkungan, Bidang Perumahan memiliki tugas Melaksanana
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan peksanaan dibidang penataan dan
pengendalian pembangunan perumahan, pengembangan perumahan swadaya,
peningkatan kualitas lingkungan perumahan, Unit Pelaksana Teknis Dinas memiliki
tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dalam pelayanan informasi dan
perumusan serta pelaksanaan rencana dan strategi di bidang permukiman, bangunan
dan jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 1
Sekretariat memiliki tugas Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kewenangan
desentralisasi dan tugas dekonsentralisasi di bidang perumahan dan kawasan
permukiman serta melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hokum, organisasi,
tatalaksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan keuangan serta
melaksanakan koordinasi dan penetapan penyusunan rencana serta prioritas jangka
pendek, menengah dan jangka panjang. Sekretariat terbagi menjadi 3 subbagian, yaitu
Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian
Kepegawaian.

Dalam pelayanan publik, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Sumatera Selatan hampir sebagian besar mengurusi masalah publik seperti
pengelolaan air minum, drainase, persampahan, membangun dan rehab kawasan

permukiman, penataan bangunan gedung, membangun jalan, PSU permukiman.
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Saat ini, Kondisi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Sumatera Selatan masih menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaan tugas
dan fungsinva dalam proses penatausahaan keuangan berupa pencatatan
pembayaran yang manual melalui dokumen fisik. Kondisi ini akan menimbulkan
beberapa permasalahan, antara lain:

1. Rentan terjadi pembayaran ganda (double payment) akibat lemahnya system
verifikasi dan identifikasi transaksi.

2. Belum efisiennya dalam penggunaan kertas.

3. Transparansi dan akuntabilitas rendah karena sulitnya melacak riwayat

pembayaran secara cepat dan akurat.

4. Kondisi Yang Diharapkan

Kedepannya di harapkan agar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada dalam
proses pencatatan pembayaran Melalui penerapan digitalisasi dengan pemanfaatan
QR Code dan ID unik, diharapkan terjadi perubahan mendasar pada sistem
penatausahaan keuangan instansi pemerintah, yaitu:

1. Setiap transaksi pembayaran memiliki identitas unik sehingga pembayaran
ganda dapat dicegah secara otomatis.

2. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam penatausahaan keuangan
karena data tercatat secara digital, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri
kembali dengan mudah.

Meningkatkan efisiensi melalui pengurangan penggunaan dokumen fisik.
Mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

dan prinsip good governance di lingkungan instansi pemerintah.

5. Analisa USG

Dari permasalahan tersebut action leader melakukan Analisa prioritas masalah
yang paling dominan dengan menggunakan metode USG (Urgency; (U) mengukur
seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisa, dan ditindaklanjuti,
Seriousness; (S) mengukur seberapa serius suatu isu harus dibahas, dan dikaitkan
dengan akibat yang akan ditimbulkan, Growth (G); mengukur seberapa besar
kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Yang
diperkenalkan oleh Edward W Clendenin pada tahun 1978 dan Analisa factor
penyebab core issue menggunakan diagram fish bone yaitu diagram yang
menggambarkan hubungan sebab akibat dari suatu masalah. Dalam metode USG nilai
dengan score tertinggi akan menjadi issue terpilih dan akan dibuat gagasan

penyelesaiannya.
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Tabel 1.4 Analisis USG

Kriteria
ifilcasi Jumlah | Rank
NO Identifikasi Isu U S G
1 Resiko pembayaran ganda karena 5 5 4 14 |
pencatatan manual belum
terintegerasi.
o | Proses verifikasi dan validasi
. 4 4 3 11 I
pembayaran lambat karena masih
berbasis dokumen fisik.
Keterbatasan kompetensi SDM
3 dalam aplikasi keuangan/digital. 2 2 6 10 1]
Tidak adanya sistem pengingat
4 y penging 2 3 3 8 v
(reminder) otomatis untuk transaksi
atau jatuh tempo pembayaran.

Core issue (issue yang terpilih) Berdasarkan analisis USG, isu dengan skor
tertinggi adalah resiko pembayaran ganda (doble payment) karena pencatatan manual

belum terintegritas.

6. Faktor Penyebab Masalah

Terhadap issue utama dilakukan Analisa faktor penyebab masalah dengan

menggunakan diagram fishbone sebagai berikut:
Faktor teknologi/sistem Faktor manusia (SDM)

Tidak ada sistem terintegrasi antar unlt\ Kurangnya tugas verifikasi

Ll
Belum tersedia QR code/ID Unik

sebagal Identifikasi transaksi

Kompetensi IT rendah

Keterbatasan jumlah staf saat

beban kerja tinggi Risiko
Pembayaran
Ganda Karena
Pencatatan

Aturan pencatatan belum Pencatatan pembayaran J Manual belum

mewajibkan digitalisasi masih manual / Terintegrasi

Aplikasi keuangan tidak real-time

.  J
SOP verifikasi belum adaptif Tidak ada standar prosedur /
dengan teknologi pencatatan pembayaran digital. ‘/
- -9
Lemahnya pengawasan Alur verifikasi berlapis dan |
internal panjang r/
Faktor Kebijakan/regulasi Faktor metode / proses

Gambar 1. 3 Analisis Fishbone
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7. Faktor Penyebab Masalah

a. Terjadinya potensi double payment yang bisa merugikan keuangan daerah

b. Adanya kesalahan pencatatan pembayaran menyebabkan ketidak sesuaian
antara data real dengan laporan

c. Proses verifikasi berkas pembayaran memakan waktu lebih lama dan tidak
efisien

d. Menurunnya akurasi dan transparansi pencatatan dan pembayaran.

e. Pegawai harus melakukan pekerjaan ganda (mencatat manual dan digital
secara parsial).

f. Tidak mendukung program SPBE ( Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
sehingga instansi akan tertinggal dari tuntutan era digitalisasi dan inovasi

layanan publik.

F. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

1. Terobosan/Inovasi
Terobosan inovasi utama dari aksi perubahan ini adalah transformasi proses
verifikasi manual menjadi sistem verifikasi digital berbasis single source of truth.

Inovasi ini diwujudkan melalui dua elemen kunci:

1) Penerapan ID Unik (Unique Identifier): Setiap dokumen tagihan yang masuk ke
sistem keuangan akan secara otomatis diberikan sebuah ID Unik yang berfungsi
sebagai "Nomor Induk Kependudukan (NIK)" bagi dokumen tersebut. Nomor ini
menjadi identitas tunggal yang tidak akan pernah sama untuk tagihan lainnya.

2) Implementasi QR Code (Quick Response Code): ID Unik tersebut kemudian di-
enkripsi ke dalam sebuah QR Code yang dicetak dan dibubuhkan pada lembar
kontrol atau halaman depan dokumen tagihan. QR Code ini berfungsi sebagai

"gerbang digital" untuk mengakses informasi status dokumen.

Mekanisme Inovasi:

Saat seorang verifikator menerima dokumen tagihan fisik, ia tidak lagi hanya
memeriksa kelengkapan secara visual. Langkah wajib yang baru adalah memindai
(scan) QR Code tersebut menggunakan pemindai sederhana atau smartphone.

Hasil pemindaian akan langsung terhubung ke database dan menampilkan
salah satu dari tiga kemungkinan status:

1) "DATA DITEMUKAN - STATUS: DALAM PROSES: Menandakan tagihan ini sah

dan sedang dalam alur pembayaran.
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2) "DATA DITEMUKAN - STATUS: SUDAH DIBAYAR TANGGAL XX-XX-XXXX":
Menandakan tagihan ini adalah duplikat dan sistem secara otomatis menolak
proses lebih lanjut.

3) "DATA TIDAK DITEMUKAN" Menandakan ini adalah tagihan baru yang akan
segera diproses dan didaftarkan ke dalam sistem.

Inovasi ini secara fundamental mengubah alur kerja dari yang bersifat subjektif
dan rentan kesalahan (human-centric) menjadi objektif dan terautomasi (system-

centric) sehingga dapat memitigasi risiko pembayaran ganda secara sistematis.

2. Milestone dan Kegiatan Aksi Perubahan

Milestone bisa digunakan untuk schedule (jadwal) yang bertujuan sebagai tanda
memulai tahapan penting dalam pekerjaan, tanda berakhirnya tahapan penting dalam
pekerjaan, tanda deadline pekerjaan, dan tanda keputusan penting yang dibuat dalam

pekerjaan.

Kegiatan dan Milestone dibutuhkan dalam aksi perubahan. Hal tersebut
dikarenakan aksi perubahan memiliki tujuan dan hasil yang jelas, sehingga memiliki
tanggal waktu yang terukur dan tingkat pencapaian kemajuan. Untuk melaksanakan
inovasi tersebut, tahapan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

Tabel 1.5 Tahapan Rancangan Aksi Perubahan

TAHAPAN RANCANGAN AKSI PERUBAHAN
NO MILESTONE KEGIATAN WAKTU OUTPUT
I.JANGKA PENDEK (0-6 Bulan)
TAHAP PERSIAPAN
1. Melaksanakan a. Menemui dan Minggu ke 2a. Surat dukungan
konsultasi menghada bulan  Oktober
g P b. Catatan dan
dengan Mentor mentor 2025
. arahan/saran
b. Meminta
mentor
dukungan
mentor
c. Meminta
arahan mentor
LAPORAN AKSI PERUBAHAN
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2 Membentuk tim Menyusun ' Minggu ke a. Daftar tim efektif
. daftar tim
efektif ofekiif 3 bulan b. Draft  Keputusan
Oktober Tim Efektif
Menyampaika | 2025 c. SK. Tim Efektif
n daftar ke
mentor d. Foto/Video
Menyampaika
n dan meminta
persetujuan
Kepala OPD
3. Melaksanakan Membuat Minggu ke a. Surat
rapat tim efektif surat 4 bulan Undangan
undangan, Oktober b. Daftar hadir
daftar hadir, 2025 c. Bahan rapat
dan bahan d. Notulen
rapat rapat
Membagika e. Foto/Vidio
n surat
undangan
Penyusuna
n jadwal
kegiatan
Pembagian
tugas
TAHAP PELAKSANAAN
4, Melaksanakan Membuat surat Minggu ke a. Surat
koordinasi dengan permohonan 4 bulan Permohonan
stakeholder koordinasi Oktober
internal dan . Melakukan 2025
eksternal koordinasi
LAPORAN AKSI PERUBAHAN

23

]
OOl
borigisn




PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN IV
PROVINS! SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

CLLE

5. Penyusunan a. Pengumpulan Minggu ke a. Format SOP
SOP data 1 bulan Standard
Pelaksanaan b. proses November
Porulican SOP | 2025 b. Data SOP
dengan forma
standar
c. Pengujian dan
revisi SOP
6. Melakukan a. Melakukan Minggu ke _
) e . e a. Rekap bukti/temuan
identifikasi identifikasi 2 bulan
resiko November pembayaran ganda
pembayaran 2025 b. pengecekan
ganda dokumen (invoice,
b. Melakukan bukti transaksi,
identifikasi kontrak, dll)
proses c. konfirmasi
verifikasi dan kebenaran data
validasi dengan sistem /
pembayaran otoritas yang
berwenang
sebelum
pembayaran
dilakukan
7. Sosialisasi o Minggu a. Memahami konsep
Digitalisasi a. Sosialisasi ke2-3 digitalisasi dan
awal kepada
. . bulan manfaatnya
pegawai terkait November (efisiensi,trans-
tentang 2025 paransi, akuntabili-
pentingnya
e tas.
digitalisasi. b.Meningkatnya
b. Pelatihan pemahaman risiko
dasar bila tidak
penggunaan bertransformasi
aplikasi Sistem digital.
Informasi c. Pegawai
Cepat dan memahami konsep
Pintar (SI dasar digitalisasi
CETAR) pencatatan
melalui QR pembayaran
Code dan ID melalui QR Code
Unik bagi dan ID Uni pada
pegawai untuk aplikasi SI CETAR
meningkatkan dan mampu
kapasitas mengaksesnya
d.Pegawai
mengetahui  cara
LAPORAN AKSI PERUBAHAN
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kerja aplikasi yang
digunakan

e. Pegawai bisa
melakukan input,
verifikasi dan
validasi data secara
mandiri

8. Melaksanakan a. Mengintegrasikan Minggu Ke

system sistem dengan 3-4 Bulan

digitalisasi di unit database November

kegiatan keuangan yang
sudah ada

b Meningkatkan b. mengurangi risiko
keamanan system duplikasi data dan
(enkripsi, kesalahan input
otentikasi ganda manual

c. Mengevaluasi
berkala
(triwulan/semeste
r) untuk
mendeteksi

kendala dan d.laporan dapat
perbaikan system ditarik otomatis
dari database
tanpa pengolahan
manual

a. data transaksi
otomatis
tersinkronisasi
(real-time)

C. proses pencatatan,
verifikasi, dan
validasi keuangan
lebih cepat

e. Riwayat transaksi
dapat dilacak
dengan mudah

g. Pegawai dapat
mengakses data
keuangan secara
real-time sesuai
kewenangan

h. Terbentuk
ekosistem kerja
yang lebih modern,
efisien, dan
paperless

TAHAP EVALUASI
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9. Melaksanakan . Membuat surat Minggu ke 1 | a. Surat undangan
rapat undangan, daftar | bulan b. Daftar hadir
progressfevaluasi | hadir dan bahan | D€sember | ganhan paparan
kegiatan rapat 2025

. Membagikan surat
undangan (via WA
grup)

. Membuat paparan
progress

10 Kkoordinasi Melakukan It\)lll?ggu ke 1 | 2. pernyataan
dengan mentor koordinasi dan Dlésagmber dukungan
untuk melanjutkan komunikasi 2025 pelaksanaan aksi

i dengan mentor )
aksi perubahan terkait akper lanjutan
jangka menengah b. Foto kegiatan
dan jangka
panjang

l. JANGKA MENENGAH 6 BULAN s.d 1 TAHUN

1. Peningkatan Pelatihan Minggu ke 2 Pegawai mahir
kapasitas SDM lanjutan Bulan Februari menggunakan

pegawai tentang 2026 aplikasi digital;
penggunaan SOP penggunaan
aplikasi digital aplikasi tersedia

2. Implementasi . Uji coba Minggu ke 3—4_ Laporan uji coba:
bertahap penggunaan QR gglzaelsn Februari daftar perbaikan ’

Code & ID Unik system: best
di beberapa OPD practice

. Evaluasi hasil implementasi
pilot project

. Perbaikan
kelemahan
system

3. Penguatan tata Pembentukan tim Minggu k_e 2 Tim pengawas
Kelola Pengawas bulan Mei 2026 d|g|ta||sas|

internal terbentuk

4. Evaluasi & a. Audit internal Minggu k(_e 3-4 Laporan evaluasi:
Monitoring pemakaian bulan Mei 2026 okomendasi

aplikasi perbaikan; strategi
b. Penyusunan menuju jangka
laporan capaian panjang
jangka
menengah
ILJANGKA PANJANG 1 s.d 3 TAHUN

LAPORAN AKSI PERUBAHAN
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Penetapan Penetapan IAgustus 2026

regulasi system
digitalisasi
sebagai standar
pencatatan
pembayaran.

SK/ Peraturan resmi
instansi.

Penerapan a. Replikasi system
pencatatan ke instansi/ OPD

secara lain .
digitalisasi b. Integrasi dengan

system
pembayaran
nasional/ daerah
(SP2D online,
BPKAD,
Kemenkue)

Prototipe system
digital dan laporan uiji
coba

rancangan aksi perubahan jangka pendek dibawah ini:

Khusus milestone/tahapan jangka pendek dituangkan dalam jadwal kegiatan

Tabel 1.6 Jadwal Pelaksanaan Aksi Perubahan

s

Oktober November

No Milestone/Kegiatan
2131411234

A | Tahap Persiapan

k| 1 Melaksanakan konsultasi dengan Mentor

2 Membentuk Tim Efektif

3 | Melaksanakan rapat tim efektif

B | Tahap Pelaksanaan

1 Koordinasi dengan stakeholder internal dan eksternal

2 Penyusunan SOP Pelaksanaan

3 Melaksanakan sistem digitalisasi di unit kegiatan

LAPORAN AKSI PERUBAHAN
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1. Milestone Jangka Pendek (Lanjutan)

November Desember

No Milestone/Kegiatan

[« Tahap Evaluasi

1 Melaksanakan rapat progress/evaluasi kegiatan

2 Koordinasi dengan mentor untuk melanjutkan aksi perubahan

3. Sumber Daya

1) Identifikasi Stakeholder, Peta Stakeholder Dan Strategi Komunikasi

Dalam pelaksanaan aksi perubahan digitalisasi pencatatan pembayaran,
terdapat berbagai pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.
Secara umum, stakeholder dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu stakeholder
internal dan stakeholder eksternal.

Stakeholder internal mencakup pihak-pihak yang berada di dalam organisasi
dan terlibat langsung dalam proses penatausahaan keuangan. Kepala Dinas atau
pimpinan menjadi stakeholder utama sebagai pengambil Keputusan strategis dan
pemberi dukungan kebijakan. Kepala bidang atau Kuasa Pengguna Anggaran
berperan dalam mengkoordinasikan unit kerja di bawahnya agar implementasi sistem
digital dapat berjalan selaras. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berperan penting
dalam pengelolaan kegiatan serta penggunaan anggaran yang terkait dengan
penerapan system baru. Kasubbag keuangan menjadi koordinator teknis utama dalam
proses digitalisasi, sedangkan bendahara dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
bertugas melaksanakan transaksi pencatatan keuangan harian melalui sistem digital.
Staf keuangan mendukung operasional pencatatan teknis, sementara IT atau admin
sistem memastikan aplikasi dapat berjalan dengan baik dan memberikan dukungan
teknis apabila terjadi kendala. Selain itu bagian perencanaan dan program juga
menjadi stakeholder penting karena berperan dalam penyelarasan kegiatan dengan
dokumen perencanaan dan anggaran. Bagian hukum terlibat dalam penyusunan dasar
hukum, regulasi, serta SOP, sedangkan bagian umum/kepegawaian mendukung dari

sisi pelatihan dan administrasi pegawai.

LAPORAN AKSI PERUBAHAN o8
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Di sisi lain, stakeholder eksternal terdiri dari pihak-pihak di luar organisasi
yang memiliki pengaruh maupun kepentingan terhadap keberhasilan digitalisasi.
Inspektorat berperan sebagai pengawas internal yang memastikan kepatuhan
prosedur, sementara BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menjadi auditor eksternal
yanmg menilai akuntabilitas laporan keuangan. DPRD memiliki kepentingan dalam
pengesahan dan pengawasan anggaran, sedangkan Kementerian Keuangan maupun
Kementerian Dalam Negeri berperan dalam memberikan regulasi dan kebijakan
nasional. Bank berperan sebagai mitra dalam penyediaan fasilitas pembayaran digital,
di dukung oleh vendor teknologi yang mengembangkan aplikasi dan infrastruktur
system. Rekanan, sebagai penyedia barang dan jasa, juga memiliki peran penting
dalam mendukung implementasi.
Akhirmya, kelompok pengguna layanan juga termasuk stakeholder penting.
Dari sisi internal, ASN dan pegawai akan memanfaatkan sistem dalam aktivitas
pekerjaan sehari-hari. Dari sisi eksternal, Masyarakat atau wajib bayar menjadi
pengguna akhir yang akan merasakan langsung manfaat dari sistem pembayaran
digital melalui QR Code dan ID Unik. Mereka mungkin memiliki pengaruh yang rendah
secara individu, tetapi secara kolektif dapat memberikan dampak besar bagi
keberhasilan implementasi sistem digitalisasi ini.
a. Stakeholder Internal
Stakeholder Internal: pihak yang berada di dalam organisasi/ instansi dan terlibat
langsung dalam kegiatan sehari-hari, yaitu:
e Kepala Dinas
e Sekretaris Dinas
e Kepala Bidang/KPA/PPK/UPTD
¢ Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
e Kasubbag Umum dan Kepegawaian
o Kepala Seksi
o Staf
b. Stakeholder Eksternal
e Kementerian PKP
e Kementerian PU
¢ Kementrian Dalam Negeri
¢ Kementrian Keuangan
e DPRD Prov. Sumsel
e BPKAD Prov. Sumsel
e Inspektorat
o KPK
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e BPK
e Bank
¢ Rekanan

¢ Media Massa
e Masyarakat
c. Peta Stakeholder

LATENS

BPK

KPK

Kementrian Dalam Negeri
Kementrian PKP
Kementrian PU
Kementrian Keuangan
BPKAD

Inspektorat

DPRD

e Fiu £z

PROMOTORS

Kepala Dinas Perkim Prov. Sumsel
Sekretaris Dinas Perkim Prov. Sumsel
Kabid Perumahan Dinas Perkim Prov.
Sumsel

Kabid AMPL Dinas Perkim Prov. Sumsel
Kabid PKP Dinas Perkim Prov. Sumsel
Kabid PBL Dinas Perkim Prov. Sumsel
Kepala UPTD PIP2B & Jakon Dinas
Perkim Prov. Sumsel

APATHETICS

Bank
Rekanan
Media Massa
Masyarakat

DEFENDERS

Kasubbag PEP Dinas Perkim Prov.
Sumsel

Kasubbag Umum & Kepegawaian Dinas
Perkim Prov. Sumsel

Kepala Seksi Dinas Perkim Prov. Sumsel
Staf Keuangan Dinas Perkim Prov.
Sumsel

Gambar 1. 4 Pemetaan Stakeholder

Masing-masing

stakeholder

ditempatkan dalam 4 (empat) kelompok

berdasarkan analisis kuadran dengan mempertimbangkan ciri-cirinya sebagai berikut :

a. Promotors : Memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga kekuatan

untuk membantu membuatnya berhasil (atau menggagalkannya).

b. Defenders : Memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya

dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi kegiatannya.

c. Latents : Tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam kegiatan, tetapi

memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program jika mereka menjadi tertarik.

d. Apathetics : kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak

mengetahui adanya kegiatan.

Tabel 1.7 Stakeholder dalam Rencana Aksi Perubahan

No Stakeholder Pengaruh | Kepentingan Katagori

1 Kepala Dinas Perkim Prov. | Tinggi (+) Tinggi (+) Promotors
Sumsel

2 | Sekretaris Dinas Perkim | Tinggi (+) Tinggi (+) Promotors
Prov. Sumsel
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3 | Kepala Bidang Air Minum | Tinggi (+) Tinggi (+) Promotors
Dinas Perkim Prov. Sumsel

4 | Kepala Bidang PKP Dinas | Tinggi (+) Tinggi (+) Promotors
Perkim Prov. Sumsel

5 | Kepala Bidang Perumahan | Tinggi (+) Tinggi (+) Promotors
Dinas Perkim Prov. Sumsel

6 | Kepala Bidang PBL Dinas | Tinggi(+) Tinggi (+) Promotors
Perkim Prov. Sumsel

7 | Kepala UPT PIP2B & Jakon| Tinggi (+) Tinggi (+) Promotors
Dinas Perkom Prov.
Sumsel

7 | Kementerian PKP Tinggi (+) Rendah (-) Latens

8 | Kementerian PU Tinggi (+) Rendah (-) Latens

9 Kemendagri Tinggi (+) Rendah (-) Latens

10 | DPRD Prov. Sumsel Tinggi (+) Rendah (-) Latens

11 | Kementrian Keuangan Tinggi (+) Rendah (-) Latens

12 | BPKAD Prov. Sumsel Tinggi (+) Rendah (-) Latens

13 | BPK Tinggi (+) Rendah (-) Latens

14 | KPK Tinggi (+) Rendah (-) Latens

15 | Inspektorat Tinggi (+) Rendah (-) Latens

16 Kasubbag Perencanaan Rendah (-) | Tinggi (+) Defenders
dan Pelaporan

17 | Kasubbag Umum dan Rendah (-) | Tinggi(+) Defenders
Kepegawaian

18 | Kepala Seksi Rendah (-) | Tinggi(+) Defenders

19 | Staf Rendah (-) | Tinggi (+) Defenders

20 | Bank Rendah (-) | Rendah (-) Apathetics

21 | Rekanan Rendah (-) | Rendah (-) Apathetics

22 | Media Massa Rendah (-) | Rendah (-) Apathetics

23 | Masyarakat Rendah (-) | Rendah (-) Apathetics
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4. Pengendalian mutu pekerjaan
Pengendalian mutu dalam pelaksanaan aksi perubahan ini berperan penting
untuk memastikan seluruh tahapan implementasi sistem informasi berjalan sesuai
standar, terukur, dan menghasilkan kualitas pelayanan yang lebih cepat, akurat, serta
transparan. Kepala Sub Bagian Keuangan memiliki peran kunci dalam memastikan
penyimpangan dapat dikendalikan sejak dini melalui pendekatan manajemen mutu
berbasis siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action):
1) Plan
Perencanaan kebutuhan sistem, identifikasi risiko pembayaran manual, serta
pembentukan tim pelaksana digitalisasi pencatatan pembayaran.
2) Do
Implementasi S| CETAR pada proses pencatatan pembayaran dan pelaporan, serta
pelatihan penggunaan sistem.
3) Check
Monitoring pemakaian sistem dan evaluasi berkala terhadap tingkat akurasi dan
ketepatan data.
4) Action
Tindak lanjut atas temuan evaluasi berupa perbaikan fitur, SOP, serta peningkatan

pemahaman pengguna agar sistem berjalan optimal.

Hal yang dilakukan oleh Kepala sub.bagian keuangan Adalah memastikan
seluruh proses keuangan terstandar, terkontrol, terjamin, dan selalu diperbaiki sehingga
pelayanan keuangan lebih cepat, akurat, transparan serta mendukung akuntabilitas

instansi.

a. Pemanfaatan IT

Pelayanan digital dalam proses penatausahaan keuangan merujuk pada
penggunaan teknologi digital dan platform online untuk mempermudah, mempercepat,
dan meningkatkan efisiensi dalam tahap pencatatan pembayaran, kebijakan, atau
strategi. Pelayanan digital memungkinkan pengumpulan data yang lebih efisien
melalui aplikasi khusus, yang dalam hal ini sub bagian keuangan menggunakan
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). SIPD adalah sebuah sistem terpadu
untuk mengelola informasi dan administrasi pemerintahan daerah, termasuk

perencanaan pembangunan, keuangan, dan aset.
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b. Membangun Tim Efektif

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan akan
membentuk tim yang membantu kinerja dinas, tim nya berasal dari internal dinas
sendiri yaitu dari kepala seksi dan kepala subbag bidang terkait, staf masing - masing

bidang, operator untuk menjalankan kegiatan.

c. Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan

Pelaksanaan aksi perubahan dalam suatu organisasi, terutama dalam
konteks pengelolaan system atau proses yang baru, memerlukan keterampilan dan
kompetensi yang lebih dari sekedar melakukan tugas rutin. Pengembangan potensi
aparatur (atau sumber daya manusia dalam organisasi) adalah elemen kunci yang
menentukan sejauh mana perubahan yang diinginkan dapat tercapai

Sebuah aksi perubahan memiliki konsekuensi munculnya kebutuhan
kompetensi baru yang harus dikuasai siapapun yang terdampak atas inovasi
tersebut. Kebutuhan pengembangan kompetensi bagi pegawai pada unit kerja
dimana perubahan dilakukan atau stakeholder yang terdampak atas aksi perubahan.
Identifikasi dan penjelasan ini disertai dengan strategi untuk meningkatkan
kompetensi yang dibutuhkan tersebut. Pengembangan kompetensi dilakukan melalui
kombinasi metode klasikal dan non-klasikal, termasuk bimbingan teknis, untuk
memperkuat pemahaman, keterampilan praktis, dan kemampuan memimpin
pelaksanaan inovasi. Poin-point tersebut dapat dirangkum kedalam tabel sebagai

berikut :

Tabel 1.8 Strategi Pengembangan Kompetensi

Pihak Terdampak Aksi Kompetensi yang Cara
O Perubahan dibutuhkan Pengembangan
Kompetensi
(Klasikal/Non
Klasikal)
1 Kepala Dinas Perkim | Mendukung implementasi | Sosialisasi dan
Prov. Sumsel Sistem Informasi Cepat Koordinasi
dan Pintar (SI CETAR)
2 Sekretaris Dinas Perkim | Dapat mendukung dan | Sosialisasi dan
Prov. Sumsel ikut dalam pelaksanaan | Koordinasi
Sistem Pencatatan
Pembayaran
LAPORAN AKSI PERUBAHAN
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implementasi Sistem
Informasi Cepat dan
Pintar (SI CETAR)

3 Kepala  Sub Bagian | Dapat membangun kerja | Konsultasi dan
Keuangan Dinas Perkim | sama dan berkomunikasi | Koordinasi dengan

Prov. Sumsel secara efektif dengan Tim | Coach dan Mentor

4 Tim Efektif Dapat membangun kerja | Konsultasi dan
sema secara efektif | Koordinasi dengan

dengan Tim Mentor
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DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

A. MEMBANGUN INTEGRITAS KINERJA PELAYANAN

Integritas merupakan pondasi utama dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance), yang berorientasi pada akuntabilitas,
transparansi, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi. Dalam konteks birokrasi
pemerintahan daerah, termasuk di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan, integritas bukan hanya menjadi sebuah nilai moral, tetapi
telah menjadi suatu keharusan yang terintegrasi dalam setiap proses perencanaan,
pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program kerja serta tindakan yang
konsisten dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Di tengah
perubahan zaman, tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, serta
kualitas layanan publik semakin meningkat. Publik saat ini lebih kritis dalam mengamati
kinerja pemerintah dan sangat peka terhadap praktik-praktik yang menyimpang dari
etika dan norma yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).
Oleh karena itu, membangun integritas di lingkungan kerja pemerintahan bukan lagi
menjadi pilihan, melainkan sebuah keharusan yang harus dilakukan secara sistematis,
berkesinambungan, dan melibatkan seluruh elemen organisasi.

Sayangnya, tantangan dalam membangun budaya integritas di birokrasi masih
cukup besar. Tidak jarang ditemui perilaku yang mengedepankan kepentingan pribadi
atau kelompok, praktik birokrasi yang tidak efisien, serta lemahnya pengawasan
internal. Di sisi lain, pemahaman yang belum merata mengenai pentingnya integritas
dan penerapan nilai-nilai anti-korupsi di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari juga
menjadi faktor penghambat. Di sinilah peran kepemimpinan yang berintegritas sangat
dibutuhkan. Seorang pemimpin yang mampu menjadi role model, menunjukkan
komitmen kuat terhadap etika kerja, keadilan, dan keterbukaan, akan menjadi teladan
bagi seluruh pegawai di lingkungan kerja. Lebih jauh lagi, diperlukan penguatan sistem
yang mendukung perilaku berintegritas, seperti penyusunan aturan yang jelas,
mekanisme pelaporan yang efektif, peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan,
serta penguatan budaya organisasi berbasis nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.

Sub Bagian Keuangan memegang peranan strategis sebagai penjaga integritas
dalam kepemimpinan. Melalui tugas-tugas nya yang berkaitan langsung dengan
penganggaran, pengelolaan transaksi, dan pelaporan keuangan, sub bagian keuangan
menjadi bagian yang sangat menentukan citra kepemimpinan apakah bersih,

akuntabel, dan dapat dipercaya. Lebih dari itu, sub bagian keuangan berperan
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menginternalisasi budaya integritas kepada seluruh unit kerja. Proses verifikasi
tagihan, audit internal, hingga implementasi sistem digital seperti QR Code dan ID
Unik menunjukkan bagaimana pengelolaan keuangan yang rapi dapat mendorong
disiplin dan akuntabilitas di seluruh lini organisasi. Ketika sistem keuangan diterapkan
secara konsisten dan independent, pimpinan memperoleh ruang untuk memimpin
dengan teladan, menghindari konflik kepentingan, memastikan Penggunaan anggaran
sesuai peruntukan, dan menjaga kepercayaan publik atau pemangku kepentingan
internal. Pada akhirnya, integritas dalam kepemimpinan bukan hanya lahir dari sifat
pribadi seorang pemimpin, tetapi juga dari ekosistem kerja yang di bangun
sekelilingnya. Sub Bag Keuangan adalah bagian penting dari ekosistem tersebut.
Melalui penegakan aturan, pengendalian internal, serta komitmen pada transparansi,
Sub Bagian Keuangan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi
kepemimpinan yang jujur, bersih, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, keuangan bukan sekedar fungsi administratif, melainkan
instrumen strategis untuk membangun integritas organisasi secara menyeluruh. Selain
itu, integritas yang kokoh di dalam birokrasi akan menciptakan lingkungan kerja yang
sehat, produktif, serta mendorong tercapainya tujuan pembangunan daerah yang lebih
baik.

B. PENGELOLAAN BUDAYA PELAYANAN (PEMANFAATAN IT)

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat seperti saat ini,
tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin tinggi. Masyarakat
menginginkan layanan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Paradigma
pelayanan publik telah bergeser dari yang bersifat birokratis dan berbelit, menuju
pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Untuk
mewujudkan hal tersebut, pengelolaan budaya pelayanan yang adaptif dan modern
menjadi suatu keharusan, terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi (TI).
Perkembangan teknologi informasi (TI) di era digital saat ini telah menghadirkan
peluang besar bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
termasuk di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Sumatera Selatan. Pemanfaatan Tl secara strategis tidak hanya mempercepat proses
kerja dan memperluas akses informasi, tetapi juga mendorong transformasi budaya
pelayanan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan memanfaatkan berbagai platform
media sosial seperti Instagram dan YouTube untuk menyampaikan informasi terkait
program, kegiatan, dan capaian kinerja dinas. Juga adanya Pemanfaatan aplikasi SIPD

merupakan langkah strategis Dinas Perkim Provinsi Sumatera Selatan dalam
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mendukung transformasi digital birokrasi, meningkatkan kualitas tata kelola keuangan,
serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif dan profesional.

Pengelolaan budaya pelayanan melalui IT dimulai dengan menciptakan pola
kerja yang berbasis data dan otomatisasi. Dengan pemanfaatan aplikasi digital, sistem
informasi, dan teknologi pendukung lainnya seperti QR Code, ID Unik atau platform
pelayanan online, organisasi dapat mempercepat proses, mengurangi kesalahan
manual, dan menghadirkan layanan yang konsisten di setiap waktu. Teknologi
memastikan bahwa layanan tidak bergantung pada individu tertentu, tetapi pada
mekanisme kerja yang sudah terstandar dan mudah di lacak.

Selain itu pemanfaatan IT membantu menanamkan budaya transparansi.
Setiap transaksi, permintaan layanan, hingga riwayat kegiatan terekam secara
otomatis, sehingga mempermudah proses monitoring dan evaluasi. Hal ini mendorong
pegawai untuk bekerja lebih disiplin, karena setiap langkah dapat ditelusuri dan dinilai.
Transparansi tersebut juga meningkatkan kepercayaan pengguna layana, yang
merasa bahwa proses lebih terbuka dan bebas dari intervensi.

Disisi lain, teknologi juga memperkuat orientasi pelayanan prima. Dengan
adanya kemudahan akses layanan melalui gawai atau sistem online, pengguna tidak
lagi terhambat oleh keterbatasan waktu maupun lokasi. Respons yang lebih cepat,
kemudahan dalam pelacakan status layanan, serta keakuratan informasi adalah wujud
nyata dari peningkatan kualitas pelayanan yang dibentuk oleh budaya digital.

Pada level manajerial, pemanfaatan IT mendukung pengambilan keputusan
berbasis data. Pimpinan dapat melihat pola kebutuhan layanan, area kendala, dan
peluang perbaikan secara lebih objektif. Hal ini memungkinkan terciptanya budaya
pelayanan yang adaptif : cepat menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan
masyarakat atau pengguna internal.

Dengan demikian, pengelolaan budaya pelayanan melalui pemanfaatan IT
bukan hanya menghadirkan layanan yang lebih efisien, tetapi juga membangun
ekosistem kerja yang modern, akuntabel, dan berfokus pada kepuasan pengguna.
Budaya pelayanan berbasis teknologi ini menjadi pondasi penting dalam transformasi

organisasi menuju tata kelola yang lebih baik dan berdaya saing.

C. PENGELOLAAN TIM

Di setiap organisasi, baik di sektor publik maupun swasta, keberhasilan
pencapaian tujuan dan target sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan tim kerja.
Pengelolaan tim yang efektif bukan hanya sekadar membentuk kelompok kerja,
melainkan suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan, pengawasan, dan pengembangan individu dalam sebuah kelompok
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Untuk bekerja secara sinergis dan mencapai hasil yang optimal. Dalam rangka
mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan
publik yang berkualitas, pengelolaan tim kerja yang efektif dan efisien menjadi salah
satu kunci utama. Tidak terkecuali di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Subbagian Keuangan, yang
memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola keuangan, penyusunan laporan
yang akuntabel.

Tim Efektif dibentuk untuk membantu memastikan bahwa seluruh tahapan
dalam pelaksanaan aksi perubahan berjalan sesuai dengan rencana, mencapai target
yang ditetapkan, dan memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan kualitas
pelaporan keuangan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Sumatera Selatan. Tugas utama tim efektif dalam aksi perubahan ini adalah
Mendukung Penyusunan Rencana Aksi Perubahan, Mengorganisir Pelaksanaan
Sistem Informasi Cepat dan Pintar untuk Pencatatan Pembayaran, Mendukung
Dokumentasi Kegiatan, Memastikan Keberlanjutan Aksi Perubahan. Adapun
dibentuknya Tim Pengelola Sistem Informasi Cepat dan Pintar, Tugas Tim Pengelola
Sistem Informasi Cepat dan Pintar adalah Melakukan pencatatan pembayaran masing
masing bidang, memverifikasi dan menyusun laporan keuangan secara berkala,
Bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pada
aplikasi tersebut.

Tim yang dikelola secara efektif akan mampu menciptakan sinergi yang positif,
mempercepat pencapaian tujuan organisasi, serta membangun lingkungan kerja yang
sehat dan kolaboratif. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas output pekerjaan,
tetapi juga berdampak pada kepuasan kerja pegawai serta kepercayaan masyarakat
terhadap institusi pemerintah. Pengelolaan tim yang baik harus diawali dengan
pembentukan visi dan misi bersama yang dipahami oleh seluruh anggota. Setiap
anggota tim perlu memahami perannya masing-masing, mengetahui bagaimana
kontribusinya mendukung pencapaian tujuan organisasi, serta merasa dihargai dan
dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemimpin tim
memiliki peran yang sangat penting sebagai pengarah, motivator, fasilitator, sekaligus
sebagai teladan dalam menjaga nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan kerja sama.

Berikut ini adalah susunan tim dan perannya dalam melakukan rancangan dan

implementasi aksi perubahan ini.
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(Ir. Tri Yusnanie, MM)

MENTOR
(Dr. H. Muhammad Senen Har, S.IP., M.Si)

A

.

> PROIJECT LEADER
(Maulida Justisia, SE., MM)
4
i
i
H
TIM EFEKTIF
TIM TEKNIS TIM ADMINISTRASI

Gambar 2.1 Struktur Tim

Tabel 2.1 Peran Struktur Organisasi Aksi Perubahan

No | Posisi Tanggung Jawab
1 Mentor - Memberi dukungan kepada pelaksana rancangan aksi
perubahan
- Memberikan masukan / tanggapan terhadap rancangan aksi
perubahan
2 | Project - Membangun tim efektif
Leader - Melaksanakan rancangan aksi perubahan
- Mengatur pembagian tugas dalam aksi perubahan
3 | Coach Sebagai pembimbing dalam memberikan masukan, arahan

terkait aksi

perubahan

4 Tim Efektif

Tim Efektif yang terdiri dari Tim Administrasi dan Tim Teknis

Tim Teknis Tim yang bertugas terkait rencana kegiatan penyusunan dan
pengembangan, implementasi, serta evaluasi terhadap
pembuatan ruang konsultasi pada Dinas perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi
SumSel

6 | Tim Tim yang mengurus surat menyurat dan administrasi

Administrasi | rancandgan aksi

perubahan, serta mengumpulkan evidence / bukti
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A. CAPAIAN KINERJA PELAYANAN

Dalam pelaksanaannya, aksi perubahan jangka pendek yang dilaksanakan
mulai 11 Oktober 2025 sampai dengan 12 Desember 2025 ini adalah dalam rangka
untuk mewujudkan terlaksananya Peningkatan Kualitas Proses Pencatatan
Pembayaran menggunakan Sistem Informasi Cepat dan Pintar (SI CETAR) melalui
QR Code dan ID Unik pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi

Sumatera Selatan.

Tabel 3.1 Rincian Hasil Capaian Aksi Perubahan

TAHAPAN RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

NO MILESTONE KEGIATAN WAKTU OUTPUT
I.JANGKA PENDEK (0-6 Bulan)

TAHAP PERSIAPAN

1. Melakukan ¢ Menjelaskan 13 Oktober | e Surat dukungan
koordinasi terkait manfaat 2025
aksi perubahan Implementasi e Catatan dan
Sistem Informasi arahan/saran
Cepat dan Pintar mentor

(SI CETAR).

e meminta dukungan
untuk tersedianya
Aplikasi Pencatatan
Pembayaran.

¢ Dokumentasi

e Mendapatkan
arahan mentor
untuk pelaksanaan
aksi perubahan
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Membentuk tim
efektif

Berkoordinasi
dengan mentor
terkait
pembentukan tim
efektif

Membuat draft SK
Tim efektif

Pengesahan SK
Tim efektif.

Melakukan rapat
Bersama tim
efektif terkait tugas
dan fungsi.

20 Oktober
2025

o SK tim efekitif

e SK tim efektif

¢ Undangan rapat
e Daftar hadir

¢ Notulen rapat
e Dokumentasi/Foto

Melakukan daftar
kebutuhan sarana
prasarana
pendukung

Berkoordinasi
dengan mentor

Berkoordinasi
dengan kasubag
umum dan
kepegawaian
selaku pejabat
pengurus barang

Mengajukan
usulan Rencana
Kebutuhan Barang
Milik Daerah
(RKBMD)
terhadap
kebutuhan sarana
prasarana
pendukung Sistem
Informasi Cepat
dan Pintar (Sl
CETAR)

21 Oktober
2025

Surat usulan
RKBMD

Melakukan
penyusunan
Prosedur SOP
Aplikasi Si Cetar

Berkoordinasi
dengan mentor
terkait
penyusunan
Prosedur SOP
Aplikasi Si cetar

Membuat draft
SOP Si Cetar

Pengesahan SOP
Si Cetar

Menyusun alur
kerja resmi
Menentukan role

pengguna (admin,
operator, user)

27 Oktober
2025

e Dokumen SOP Si
cetar

e Petunjuk Teknis

e Panduan
pengguna
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e Menyusun
prosedur backup
data dan
keamanan
5. |Melakukan rapat e membuat 3 e Undangan
internal terkait undangan rapat November
Aplikasi Sistem dan daftar hadir 2025 * Absen
Informasi Cepat
dan Pintar (SKI) ¢ menjelaskan * Notulen rapat
CETAR) ?32;1?%2:?3; dan Dokumentasi/Foto
efektif
e Menyusun laporan
dan dokumentasi
rapat
TAHAP PELAKSANAAN
6. Proses e Mendesain arsitektur | 3 Dokumen desain
perancangan sistem November |sistem
sistem e Mendesain tampilan | 5505
aplikasi
7. |e Pengembang e Programmer mulai 4 _
an sistem membuat fitur November | ® thZ?n“; f('gjl_:f'tur
berdasarkan desain
2025 i
e Mengembangkan tCode, ILD' Unik,
modul : login, data ransaksi)
master, QR Code, * Versi awal
input transaksi, aplikasi
pelaporan, dash
board monitoring,
keamanan
8. |e Integrasi dan ¢ Menghubungkan 17-19 .
pengujian setiap modul agar | November | ® Laporan hasil
awal berfungsi sebagai 2025 unit testing
satu sistem utuh « Daftar bug dan
perbaikan
e Versi aplikasi
yang lebih
stabil
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9. Sosialisasi ¢ Rapat sosialisasi 20-24 ¢ Undangan rapat
internal & e Memberikan pelatihan .
eksternal kepada seluruh lz\lc());/g Mber |« Daftar hadir
terhadap Sistem pengguna « Notulen rapat
Informasi Cepat | « Menjelaskan manfaat
dan Pintar ( SI QR Code dan ID Dokumentasi/Foto
CETAR) pada Unik, serta cara
Dinas operasionalnya
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

10. | Implementasi e Sistem mulai 28 e Sistem berjalan
Sistem Informasi digunakan November aktif dan dapat
Cepat dan Pintar sepenuhnya 2025 digunakan
pada dinas e Admin dan tim IT sepenuhnya
Perumahan dan melakukan e Akses login untuk
Kawasan pendampingan semua pengguna
Permukiman intensif di awal « Upload ke
Provinsi
Sumatera halaman
Selatan IYOUtUbe, F

Dinas Perumahan
dan Kawasan
Poermukiman prov
SumsSel
TAHAP EVALUASI
Melakukan review | Melakukan survey e Hasil kuisioner
hasil kegiatan aksi| kepuasan terhadap
perubahan dan | Sistem Informasi Cepat eFoto dan
rencana tindak dan Pintar (S| CETAR) Dokumentasi
lanjut terkait hasil laporan sebelum
kegiatan aksi aksi perubahan dan
perubahan yang di setelah aksi
lakukan perubahan

l. JANGKA MENENGAH 6 BULAN s.d 1 TAHUN

1. Sosialisasi Pengenalan Desember | e Undangan rapat
internal & Sistem Informasi 2025 )
eksternal Cepat dan Pintar * Daftar hadir
_terhadap . (S| CETAR). ¢ Notulen rapat
implementasi kepada pegawai
Sistem Informasi dan stakeholder Dokumentasi/Foto
Cepat dan Pintar internal dan
(SI CETAR) eksternal. * Dokumen laporan

hasil perjalanan
dinas
LAPORAN AKSI PERUBAHAN
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2. Penyediaan Penambahan sarana |Desember | ¢ Komputer/Laptop
kelengkapan prasarana (Hardware 2025
psarana dan Software) e Server
prasarana
Sistem ¢ Internet (WIFI)
Informasi Cepat e Printer/Scanner
dan Pintar (Sl
CETAR)

ILJANGKA PANJANG 1 s.d 3 TAHUN

1. Terlaksananya Aplikasi Si Cetar Januari  |Si Cetar untuk
Si CETARdi berbasis spreed
Dinas sheet sudah siap di 2026 Pencatatan
Perumahan dan implementasikan Pembayaran berbasis
Kawasan spreed sheet
Permukiman b
Provinsi Sumsel

Berdasarkan analisa permasalahan utama yaitu belum optimalnya proses
pencatatan pembayaran sehingga dibutuhkan terobosan inovasi yang bermanfaat
bagi setiap pihak.

Sistem Informasi Cepat dan Pintar (SI CETAR) sebagai Inovasi
Penatausahaan Keuangan menjadi terobosan inovasi yang dapat memindahkan
pendekatan pencatatan yang sebelumnya bersifat manual menjadi digitalisasi. Adapun
tahapan yang ditempuh dan rincian hasil capaian Aksi Perubahan jangka pendek

sesuai Milestone adalah sebagai berikut :
1. Koordinasi Terkait Aksi Perubahan

Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2025 bersama mentor
dan tanggal 27 Oktober 2025 bersama coach yang diawali dengan menyampaikan
rencana pelaksanaan aksi perubahan yang akan dilaksanakan, proses koreksi dan
masukan serta dukungan terhadap pelaksanaan aksi perubahan dari Mentor yakni
Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.
Pengelompokan data dan laporan dari pelaksanaan hasil perubahan ini diharapkan
dapat mempermudah pihak internal maupun eksternal dalam menyimpan dan

melakukan proses pengarsipan data.
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Gambar 3.1 Konsultasi Bersama Mentor

Gambar 3.2 Konsultasi Bersama Coach
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2. Pembentukan Tim Efektif

Pembentukan Tim Efektif dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2025
setelah berkoordinasi dengan Mentor.

Gambar 3.3 Tim Efektif

Jalsn Ace 1113 Nssulion No. 10 Kee. 1ir Tierur, Paserbung, Suemalors Selatan

& PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SE LATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jafn e lmma Nasution Mo, 10 Kec. lir Tmur, Palembeng, Sumases Sebn
Telp. 351858

Paiembang. 17 Oktober 2025

lomor 800! /DPKP2025
ifat Penting

Lampiran - 1 (satu] berkas.

Hei Undangan Rapat Tim Efoktf

N
si

Kepada Yih
Daftar Terlampir
Di-

Tempat
Sehubungan dengan Rencangan pelaksanaan Aksi Perubahan dengan judul Sistem
Informasi Cepat dan Pint

ac} untuk Pencatatan Pembayaran melalui OR Code dan
1D Unik Pada Dinas Perumanan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumaters Seltan,

bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada rapat yang akan dilsksanakan

pada
Hari(Tangga¥ Senin /20 Oklover 2025
Puku 10:
Tempat Ruang Rapat Sekrelars Dinas Perumanan dan Kawasan
Permukiman Provinsl Sumatera
Acara Pembahasan Persiapan Tim Efekif Aplkas: Sistem Informasi Si

Cetar

Berkenaan dengan hal tersebut di atss, mahon kehaciran Bapak
pembahasan tersebut, agar pelsksanaan Aks| Perubahan tersebul
bak

udara daiam rapat

pat berjalan dengan

C oalkan, dan teqma kash,

Project Laader

"
M
Maulida Justisia, SE.MM

NIP. 198201052008012003

Lampiran  : 1 Surat
MNomar T 800 JDPKPI20ZE
Tanggsl - 17 Oktober 2025

DAFTAR UNDANGAN TIM EFEKTIF

No Nama Jabatan Tugas
1 | Dr H. Muhammad Senen Har, S.IP.M.Si Fit. Sekretaris Dinas Mentor
Foordinator
3 | Pairiansysh, SEM.Si Kasubbag Kepegawaian | Perumusan
Kebijakan
- TziEGag Ferencanaan .
3 | Erisa Susanti, ST M 5i Evaluzsi dan palaporan Sekretaris
4 | Oman Komaruddin, SE Staff Kauangan Tim Administrasi
5 | Syaiful Bahi, S.Ap SR Keuangan i Administrasi
& | Pania Benawan, sE SR REuangan Tim Administrasi
7 | Gatin Banar, 5T SR REuangan Tim Tekniz
e | St Maryati AN SR REuEngan Tin Administrasi
© | Ryan Parmana Agung, SE St Keuangan Tim Tekniz
EELLCT
10 | M. Okta Verendy Dwii Fubss, 35 =ngan Tim Teknis
11 | Halyari, SH TR Reuangan Tirn Administrasi
12 | Ir. Rita Dwi Mariany, ST SR Keuangan i Administrasi
14 | Ririn Msenar Susilavati, S5 St Keuangan Tim Administrasi
15 | Kgs. M. Rusdiansyah, 5.Kom Sistfedsngan Tim Teknis
18 | Edy Suryadi SR Keuangan i Administrasi

Gambar 3.4 Surat Undangan Pembentukan Tim Efektif
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Telp. 351854

FEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWA SAN PERMUKIMAN
Jadan Ade rrma Naauton No. 10 Kec. e Trnur, Pllemnbang, Sumatera Sdatan

HNotulen Rapat Pembentukan Tim Efektif

Padsz hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2025, pukul 10.00 VB, Bertempat 0i Rusng Rapat
Sakretaris Dinas Perumahan dan Kawssan Fermukiman Provinsi Sumatsra Salstan

Ton g w R R
et e

FEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PERUMAHAN DAN KAWA SAN PERMUKIMAN
Jadan Ade lrrma Naauion Na 10 Kec. Ir T, Palembang, Sumaters Sdatan

Telp. 351854

b. Pokja Teknls yaitu Tim  Koordinasi

Fomunikssi  dan Informasi yang

Iok B

dan sistern b

aepax otomatis dsn minim kesalshan input; mebuat modul pencatatan

aplikasi,

1. Project Lesder  © Maulida Justisia, SEMM permbayaran berbasis QR Code dan ID Unik, menyusun datsbase dan
2 PesenaRapat : strukfur penyimpanan dsta, mengatur validasi, keamanan, dan aksss
1. Dr. H Muhammad Senen Har, 5.P.M.Si penpguna.
2. Pajrisnsysh, 5.E,M.Si » Menyusun mmanganleknis sistem mulai dari alur kera, kebutuhann senver,
3. ErisaSusanti, STM.Si spesifikasi jaringan;
4 Oman Komarudin, SE + Melskuksn uji coba, sefiap termuan emar dicatat, dianalisis, dan diperbaiid
5. Syaiful Bahri, 5.Ap sebslum sistem diluncurkan: untuk memastikan sistem sudah sesuai
8. Pahia Bariawan, SE kebutuhan melhat sistem tranzaksi
s - padat, data
7. Galih Banar, ST + Menginteprasikan dengan perangkat pendukung, memastksn semua
3. Siti Maryati, A Md perangkat terhubung, kompaticel, dan bekerja tanpa hamibatan; scanner
9. Risn Fermana Agung, SE R, perangkat mokile atsu deskiop, konsksi intemet yang stabi
10. M. Okts Verendy Dwi Putra, SE = Menyusun S0P Teknis dan Panduan Pengguna;
11. Halyani, 4 « Memberikan pandusn tsknis penpgunasn kepada petugas keuangan
12. Ir.Rita Dwi Mariany. 5T operator dalarm memahami cara scan @R, ingut 1D Unik, mermwerifikasi
13. Ririn Maenar Susiawati, SE pembayaran. hingga menarik laparan secars mandiri.
14. Kgs. M. Rusdiansysh, S.Kom
i © Pokja Administrasi, yaitu Slsz K.Euangan yang bertupgas:
15. Edy Suryadi . y dan sk gar
3. Materi Rapat - Pamba Rencana Kegiatan Aksi Peruahan Lea's::"ﬁusen:'::&gf;‘nmr dan mudah diakses; notulen rapat, daﬁar

4 Kesimpulan Rapat -
A Untuk mendukung Aksi Perubshan peningkatan penatausshaan keusngan kepada
Masyarakst dan lmemalr\SN periu dibentuk Tim Efektif Sistem Informasi Pencatatan
F i Dinas F dan Kawssan Permukiran Provinsi
Surnatera Selstan.
B. Tim Efektif terdin atas 3 Palda, yaitu:
a Pokja Perumusan Kebijskan
b Polia Teknis
. Polja Administrasi
C. Tugas Tim Efekdif adalah sebagai berfout:
& Paokja Perumusan ebiskan, yaitu pegawai di Dinas F‘Erurnahandan ¥awazan
Permukiman Provinsi Sumatera Selstan yang bertugas:
« Merurmuskan Kebiskan Mengenai Penyelmggaraan Sistem Informasi
Pencatatan Pembayaran;
Menyusun Standar O) Prosedur {SOP) F
Infarmasi Pencatatan Pembayaran:
Menyusun Pedoman Teknis dan Regulasi Pendukung Pelsksanaan Sistem
Infarmasi Pencatatan Pembayaran:
Menyusun Surst Keputusan Kepala Dinas Terkait Pembentukan Tim Sistem
Infarmasi Cepat dan Pintar (51 CETAR)

.

Mengatur jadwasl kegiatan dan rapat, memastikan sefiap kegiatan
berlang=ung tepat wakiu dan prosedural

Mengelola data dan arsip;

Mengelola komunikasi intemal dan skstemal

.

.

Sistam

Gambar 3.5 Notulen Rapat Pembentukan Tim Efektif

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Ade Irma Nasuticn No.10 Kec. llir Timur, Palembang, Sumatera Selatan
Telp. 351854

MENGETAHUI PESERTA RAPAT

TANDA
_TANGAN

«‘\V I
Kasubbag Keuangan W ‘

Kasubbag Umum &
Kepegawaian

4. | Erisa Susanti, ST, M.Si Kasubbag Perencanaan |
¥ % Evaluasi dan pelaporan

NO NAMA JABATAN

1 Dr. H. Muhammad Senen Har, S.IP., M.Si Pit. Sekretaris Dinas

Maulida Justisia, S.E MM

Pajriansyah, S.E. M.Si

|
Oman Komarudin, SE Staf Subbag Keuangan

6. | Syaiful Bahri, S.Ap Staf Subbag Keuangan /
7. | Pahla Beriawan, SE ‘ Staf Subbag Keuangan M
|
8. | Galih Bonar, ST | Staf Subbag Keuangan | W
‘ |

9 Siti Maryati, A.Md Staf Subbag Keuangan ‘

S )»\
10. | Rian Permana Agung, SE Staf Subbag Keuangan

)
11. M. Okta Verendy Dwi Putra, SE Staf Subbag Keuangan D\ﬁ——
12 Halyani, SH Staf Subbag Keuangan W
13. | Ir. Rita Dwi Mariany, ST Staf Subbag Keuangan %“@
— L

14. | Ririn Maenar Susilawati, SE Staf Subbag Keuangan

Edy Suryadi Staf Subbag Keuangan

15. | Kgs. M. Rusdiansyah, S.Kom Staf Subbag Keuangan | @,
| ‘wﬁ

Gambar 3.6 Daftar Hadir Pembentukan Tim Efektif
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3. Membentuk dan menyusun SK tim Efektif / tim pelaksana dan pengelola sistem
informasi cepat dan pintar (S| CETAR)

Gambar 3.7 Tim Efektif SI CETAR

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
31 Kapten A. Rivai / Ade Irma Nasution No.10
Telepon (0711) 351854 Palembang

KEPUTUSAN KEPALA ASAN PERMUKIMAN
v

RPINDPRE

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN
PLEATIHAN K| N FEAGAWAS

MEMUTUSKAN

RUBAIAN PELATIHAN

AN PERMUKIMAN
AN

(ML, IPM., ASEAN, En;
2 (1Vic)
9031004

Gambar 3.8 SK Tim Efektif SI CETAR
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4.  Membuat daftar kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Aplikasi Si Cetar

LA

Gambar 3.9 Koordinasi bersama Kasubag Umum Dan Kepegawaian
Selaku Pejabat Pengurus Barang

ILIK DAERAH

Kabutuhan § » Pancukung Aplikusi
Sletem Informas) Capat dan Pintar (51 CETAR)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinel Sumatera Selatan

No N Buarsng ‘ Jenia/Type Barang Unit Harga/Unit (Rp) Nilal Paroiahan (p)
— (Harga x Unit)
1. | Laptop Notebook Yoga 7 2 In 1-14ILL10 1 26 550 000 26 950 000

Proceasor Intel Core Ultra 7-256v, 16CB,1TB
80 M2 2242 PCIE 14"2 8K WOXCGA WIN

11 HOML +OHS 2024 |

7 | PG Komputur LENOVO PC ALL IN ONE 24IRMS 7 1 22,000,000 22,000 000 |

(FOHNOOQVID) \

INTEL CORE [7-126201116GOATH 550

[ R | Layar 23,8" FHD, WIN 11 HOME+OHS , |

3. Printer [ LPSON 13210 = 1 3,400,000 3,400,000 |

4. Scannef | Epgon Scanner D5-410 1 7,276,000 7 276,000 |

Pulambeng, 20 ow serer 2025
Kaxubbng Kuusngsn
Dinas Perumahan dan K man P
Provingi Sumatera Selatan

Pambina (1V/a)
NI 19820 1082008012003

Gambar 3.10 Surat Usulan RKBMD
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5. Menyusun SOP penggunaan aplikasi SI CETAR

Penyusunan SOP penggunaan sistem informasi dilakukan pada tanggal 27
Oktober 2025 setelah berkoordinasi dengan Mentor ada pun output yang dihasilkan
berupa SOP penggunaan sistem informasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas/Kegiatan
PA/KPA 6p/8PP Verifikator | PPKSKPD Operator BPKAD Kelengkapan Waktu Output
1| Menugaskan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu {BP/BPP) untuk memproses dan melzkukan) Agenda 10 Menit Disposisy/Instrulsi
pengecekan awal atas dokumen permohonan pencairan. [ ] penugasan
—
2 |Melakukan pengecekan pada aplikasi 5| CETAR menggunakan ID unik. TIDAK| Dokumen 15 Menit Status Pencairan
Apabila hasil pengecekan menunjukkan bahwa pencairan belum pernah dilakukan, maka dilanjutkan dengan
penyiapan seluruh berkas permahonan,
Namun apabila pencairan sudah pernah dilakukan, maka dokumen permohonan tidak dapat diproses dan dilakukan
pengecakan melalui barcode Google Drive. "
3 |Melakukan pengecekan terhadap dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM),| Dokumen 15 Menit Status kelengkapan dan
dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada barcode Google Drive menggunakan nomor SPM. riwayat dokumen
Jika hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen tersebut sesuai, sah, dan telah dilakukan pencairan, maka proses|
tidak dilanjutkan. ._
4 |Menyiapkan berkas dokumen permohonan pencairan dan menyerahkan draft SPP kepada bagian keuangan untuk| Berkas 60 Menit DraftsPP
TIDAK
5 |Melakukan verifikasi terhadap draft SPP serta kelengkapan berkas permohonan pencairan. Berkas 1 Hari SPP Final
‘Apabila verifikasi disetujui, berkas beserta draft SPP diserahkan kepada PPK SKPD untuk memperoleh persetujuan.
Apabila tidak disetujul, berkas dikembalikan kepada BP/BPP untuk dilakukan perbaikan.
6 |Menyetujul draft SPP menjadi SPP Final dan menandatangani Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan! YA Dokumen dan 1 Hari SPP Final dan Surat
Dokumen serta Lampiran SPP-LS, kemudian menyerahkannya kepada PA/KPA untuk diproses ke tahap dokumen SPM. ' Berkas Pernyataan
7 |Menyetujui dokumen SPM untuk dilakukan pencetakan dan penandatanganan, termasuk penandatanganan dokumen| TIDAK| Dokumen dan 15Menit | SPM dan Surat Pernyataan
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTIM) Berkas
Apabila tidak disetujui, berkas kepada BPP untuk SPR/SPM
YA
8 | Melakukan penginputan data SPP dan SPM yang telah ditandatangani ke dalam aplikasi SI CETAR guna mendapatkan Dokumendan | 30 Menit 1d Unik
1D unik. - Aplikasi
g fapkan dan menyusun seluruh dok untuk kemudian diserahkan kepada BPKAD. Berkas 30 Menit Berkas Lengkap
TIDAK
10 | Menerima berk lakukan verifikasi. Dokumen dan 2Hari file SP20 / Berkas
Apabila disetujui, diterbitkan 5P2D. Berkas
‘Apabila tidak disetujui, berkas dikembalikan kepada verifikator untuk selanjutnya diserahkan kembali ke BR/BPP gunal
dilakukan perbaikan
YA
11 | Mengambil dokumen SP2D yang telah terbit ke BPKAD untuk diproses lebih lanjut ‘ Dokumen 15 Menit 5P20 Final
12 |Melakukan update penginputan data SPP, SPM, dan SP2D yang telah ditandatangani (apabila terdapat revisi) ke dalam| Dokumen 30 Menit Id Unik
aplikasi $1 CETAR guna memperoleh pembaruan 1D unik,
13 | Mengunggah dokumen SPP, SPM, dan SP2D ke Google Drive untuk memperoleh barcode. - | Dokumen dan 20 Menit Barcode/OR Code
Aplikasi

Gambar 3.11 SOP Sistem Informasi Cepat Dan Pintar
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6. Rapatinternal terkait rencana penggunaan aplikasi SI CETAR

Kegiatan ini dilakukan pada hari Senin, 3 November 2025 guna menjelaskan
tentang tugas dan fungsi dari tim efektif pada Aksi Perubahan ini.

Gambar 3.12 Rapat Internal Tim Efektif

LAPORAN AKSI PERUBAHAN 50



PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN IV
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

(NLANRI

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SE LATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMU KIMAN

Ton g w R R
]

B %

o Jalan Ade lra Nasution No.10 Kec. lir Timur, Palembang, Sumatera Selatan Jaian Ade lma Nasuion Mo.10 Kec. lir Timwr, Palembang, Sumatemn Sekbon
o Telp. 351854 Tedp. 351854
Palembang, 31 Oktober 2025
Nomor 80O/ IDPKPI2025 | Lampirzn 1 Surat
Sitat Penting MNomar 200¢  JDPKPI2025
Lampiran : 1 (salu} berkas Tangpsl 31 Oktober 2025
Hal Undangan Rapat Tim Intemal
Kepada Yth
Daftar Terlampir DAFTAR UNDANGAN TIM INTERNAL
Di-
Tempat 1 Ho Nama Jabatan Tugas
|
Sehubungan dengan Rancangan pelaksanaan Aksi Perubahan dengan judul Sistem | 1. Oman Komaruddin, SE Staff Keuangan Tim Administrasi
Informasi Cepat dan Pintar (Si Cetar) untuk Pencatatan Pembayaran melalui QR Code dan
=i Feuzngan
ID Unik Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, 2 | Syaiful Bahd, S.Ap B uangan Tim Administrasi
bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada rapat yang akan dilaksanakan ‘
- Tiaff Feuangan - K
o 3. | Pahla Beriawan, 58 Tim Administrasi
HariTanggal Senin / 03 November 2025 =
i 10:00 W1 N ialf Feuangan .
Pukat 0:00 WIB 4. | Galih Bonar, ST Tim Teknis
Tampat Ruang Rapat Besemah Dinss Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Sumatera Selatan - - o Langan - -
5
Bersama Tim Intermal Tiaff Kevangan
| R
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mohon kehadiran Saudara dalam rapat pembahasan | G- | Ryan Pemmana Agung. SE Tim Telois
| tersebut, agar pelaksanaan Aksi Perubahan tersebut dapat berjalan dengan baik. | - _ Ziaf Keuangan _
7. | M. Okts Verendy Dwi Putra. SE Timn Teknis
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan tefima kasin. -
X 15T Feuangan R
8. | Halyani, 5H Tim Administrasi
Project Leader ) R R Tiaff Feuangan - -
8. | Ir. Rita Dwi Mariany, 5T Tim Administrasi
L . . Sl Keuangan - .
10. | Ririn Masnar Susilawati, SE Tim Administrasi
) et Fesangan N
11. | Kigs. M. Rusdiansysh, 5.Kom 9 Timn Teknis
. Tiaf Feuangan - -
12. | Edy Surysdi Tim Administrazi
| 13. | Putri Wahyuningsih Siaff Kevangan Tim Administrasi

Gambar 3.13 Surat Undangan Rapat Tim Internal

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Ade lmna Nasusion No.10 Kec. Bir Timer, Palembang, Sumaters Selatn
Telp. 351858

Fada han Senin, tanggsl 3 Movember 2025, pukul 10.00 WIB. Berternpat Di Ruang Rapst
Bezsemah Dinas Perumzhan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selstan

1. Project Leader : Maulida Justisia, SE,MM
2. Peserts Rapat
1. Oman Komarudin, SE
2. Syaiful Bahri, S Ap
3. Pahlza Berizwan, SE
4. Galih Bonar, 5T
5. Siti Marysti, AMd
6. Rian Permana Agung. SE
7. M. Oktaerendy Dwi Putra, SE
8. Halyani, 534
8. Ir. Rits Dwi Mariany, 5T
10. Ririn Maenar Susdawati, SE
11. Kps. M. Rusdianzyah, 5.Kom
12. Edy Suryadi
13. Putri Wahyuningzih
3. Materi Rapat  : Pembahasan Persispan Terhadap Tersedianya Aplikasi Si Cetar Bersama

4. Kesimpulan Rapat :

a

. Metersediaan sarana pendukung seperti komputeriaptop, scanner, printer, Wi-Fi,

. Kzamanan data dan prosedur penanganan gangguan sistem harws diperkuat guna

Notulen Rapat Tim Internal

Tirn Internal

Pelskzanaan sistern secara konsisten menjadi kunci sgar prozss fransaksi dapat
berjalan lehih cepat, modem, dsn medsh dipantsu secara reaHime oleh seluruh
pihak terkait.

server, dan koneksi internet ysng stabil perlu dipsstikan unfuk mendukung
operasional aplikasi secara optimal.

menjamin kelancaran transaksi serta menjaga integritas dan kerahasiaan data.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Nassution No 10 Ko siembang, Sumatera Selatan
.3
MENGETAHUI PESERTA RAPAT
TANDA
No NAMA JABATAN TANGAN

Mauiida Justisia. S.EMM
|

2. |Oman din, SE

3. | Syaiful Bahi. S Ap

4. | Pahla Beriawan, SE

5 | Galih Bonar, ST

6. | SitiMaryati, AMd

7. | Rian Permana Agung, SE

8. | M. Okta Verendy Dwi Putrs, SE

9| Halyani, SH

10. | Ir. Rita Dwi Mariany, ST

11. | Rifin Maenar Susilawati, SE

12, Kgs. M. Rusdiansyah, S Kom

Suryadi

14. | Putri Wahyuningsih

Kasubbag Keuangan

Staf Subbag Keuangan

Staf Subbag Keuangan

Staf Subbag Keuangan

st

bbag Keuangan

Staf Subbag Keuangan

Staf Subbag Keuangan 4
Staf Subbag Keuangan
Staf Subbag Keuangan
Staf Subbag Keuangan
STSubaug Keuangan
Staf Subbag Keuangan
Staf Subbag Kevangan

Staf Subbag Keuangan

Gambar 3.14 Notulen Rapat Dan Daftar Hadir Tim Internal
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7. Proses Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Cepat dan Pintar (S| CETAR)

Buku Panduan — S| CETAR (Sistem Informasi Gepat Pintar)
Sub Baglan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Cara Pakal
Provinsi Sumatera Selatan 1. Masuk ke sheet Cek Duplikat.

SISTEM INFORMASI CEPAT PINTAR R

¥y o

SiTEM INEORMASI CHPAT iNTAR

A. Deskirpsi dan Tujuan
SI CETAR adalah aplikasi berbasis Google Spreadsheet yang digunakan

sebagai kertas kerja digital oleh Sub Bagian Keuangan dalam proses
pengajuan Surat Perintah Mambayar (SPM). - —
Tujuan utama aplikasi ini adalan: S s, posisn -
. proses dan Surat Porintah PR s
sPm) s~ R A K e

Menghindari duplikasi data dan double pembayaran. ol
Menyediakan rekap lengkap seluruh SPM/SP2D (berhas

ditolak, atau

dinapus). 2. Masukkan data berikut (WAJIB):

« Mengumpulkan arsip dokumen asli SPP, SPM, dan SP2D secara digital, i. Nomor unik (No Kontrak, SK, dsb).
B. Akses + Knhusus untk gaji masukan nomor dengan format
1. Spreadshest (Sebagai kertas kerja panginputan dats pengajuan) termin/gaiv(PNS atau PPPK)
it Iyisine r-sheet kapital)
2. Google Form (Sehagal farm upload file pendukung SPP. SPM. dan contoh : 2025/1/9ajUPNS
SP2D) : bit.v/si-cetar-form + Khusus untuk gaji masukan nomor dengan format
€. Menu atau Sheet Cak Duplikat termin/tpp/(PNS atau PPPK) i
Fungsi : Memastikan data belum pernsh disjukan ssbelum membuat i
SPM baru. conton : 2025/10/pp/PNS
Pengguna  : Seiuruh pagawai di Sub Bagian Keuangan Dinas Parumahan - untuk yang lain menyesuaikan dengan format masing-
dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan masing (Perhatikan fermat dan huruf kapital, serta harus
Akses : Terbatas menggunakan email Sub Bagian Keuangan, sama_persis dengan vang ada di deskripsi SPM). Jika

ada lebih dari satu nomor di deskripsi. maka ambil nomor
pertama satu saja
contoh : 027/1296/SP/PRC.PALIY/DPKP.IIV2025

2. Masukkan data barikut ©
i. Disi oleh pengguna.

Nama Penyedia. — Masukan sesuai dengan yang ada di SPM
Termin / Bulan.

. Jika pakai termin, isi te:

ke beraps.

- Jika pakai bulan, isi bulan ke berapa. * No SPM — isi lengkap sesusi di SI-PD
. Jike ade 2 termin atau bulan. isi dengan pilihan 2 - Tanggal SPM (format : tahun-bulan-tanggal) — kilk 2 kall
termin/bulan tersebut. Ialu pilih tanggal.
3. Sistam akan manampiikan hasil pangacakan: «  Jenis SEM = Pilin dari pilihan yang ada
i Jdike sudah ada, make hasil skan mensmpilkan ststus sudah D b Il ergia e SIPD i N
Sarcinftir; minie. apen, chan) nomor aper. e kolom: hissd sl Kedua dari kode rekening sepert gambar dibawah ini

manjadi warna maran. Hal ini membuat SPM tdak Bot

n aibuat

Jikss belum ada. maks hasil sk pilkan status belum
terdattar dan kolom hasil skan menjadi warna hijau. Hal ini

picees SPm dapat * Uraian Pekerjaan / Kegiatan = Isi lengkap sesuai di SIPD
= pada bagian ketiga dari kode rekening seperti gambar
ram Bt Terstmims Saors =
R R W S e i S i A A B A
Fung=t : Sebagal kertas kera Untuk PENgINPUtAN data pembuatan Surat
Parinian Mambayar (SPM) i o s st e i
Pengguna  : Seluruh pegawail di Sub Bagian Keuangan Dinas Perumanan ==
hiz SEmanel morT— & Uniuk gaji = iai dangan aub kegistan dan ditamban
Akcses : Terbatas menggunakan emsail Sub Bagian Keusnoan

Cara Pakai -

informasi gaii PPPK atau PNS beserta Bulan dan
1. Masuk ke shast Report SPM SP2D. LR

- i Contoh PPPK - Panyadinan Gali dan
TunaNgan ASN PREK Scptembar 2025.
, Il Contoh PNS : Panyediaan Gajl  dan

dengan  zub

- Deskripsi SPP / SPM = isi langkap sesual d

TSy

+ Kode Unik - Otomatis kombinasi dari No Unik, Nama
Penyedia, dan Termin

+ Nama Penyedia - Isi lengkap sesuai di SIPD (Perhal
huruf besar kecil dan spasinya. buat sama persis dengan
sPwm)

Termin = Pilih dari pilihan yang ada

Status = Pilin dari pilihan yang ada (Ubah status jika terjadi
perubahan di SIPD)

+ Keterangan - Opsional

No SPP = Isi lengkap sesuai di SI-PD

Tanggal SPP (format : tahun-bulan-tanggal) ~ kiik 2 kali
lalu pilin tanggal
= 151 longkap sesuai di SI-PD
Tanggal SP2D (format : tahun-bulan-tanggal)
lalu pilih tanggal
Bidang = Pilih dari pilihan yang ada
Verifikator = Pilin dari piiihan yang ada

3. Sistemn akan hasil
Kode Unik untuk data yang selain di hapus dan ditolak:
i. Jika sudah ada, maka hasil akan menampilkan notifikasi bahwa
ada data yang duplikat seperti gambar dibawah ini. Hal ini
membuat proses penginputan tidak dapat dilanjutkan.

3
]
hd
M
-]

ii. Jika belum ada, maka penginputan data dapat dilanjutkan.

E. Monu Upload File Pendukung (Google Form)

Tanggal SP2D (format : tahun-bulan-tanggal) = kiik 2 kali

Fungsi : Menyimpan secara digital dokumen SPP, SPM, dan SP2D yang
falu pilih tanggal telah disetujul berdasarkan nomor SPM.
« Operator = Pilih dari pilihan yang ada o S Bkl kegiatan di Dinas
* Pagu Kontrak = Isi darl sisa pagu dari pencairan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.
sebelumnya jika menggunakan termin. Jika pencairan Akses : Terbatas menggunakan email Sub Bagian Keuangan dan yang
sekaligus dan penc pertama maka d u kontrak diberikan akses.
pertama kali Cara Pakal :
= Jumiah Pembayaran = Isi sesuai dengan nitai i SPM 1. Masuk ke link Google Form diatas.
+ Tanggal SPM (format :
= Kiik 2 kali lalu pilih tanggal. st rekonteringigy
ii. Tidak perlu diisi pengguna (Otomatis).
= No Unik (SPK/SP/DLL) = Nomor otomatis ambil dari 51 CETAR (Sistem Informasi Cepat
intar)

deskripsi SPP/SPM. Pastikan nomor ini benar. Jika ada
salah masukan nomor secara manual. Jika ada lebih dari 1

nomor maka liat nomor pertama saja,
Sisa = Otomatis pengurangan dari Pagu Kontrak dengan
Jumiah Pembayaran.

Gambar 3.15 Proses Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Cepat dan Pintar (S| CETAR)
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Gambar 3.16 Perbandingan sebelum dan sesudah menggunakan Aplikasi
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8.  Sosialisasi internal & eksternal terhadap Sistem Informasi Cepat dan Pintar (Sl

CETAR) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
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Gambar 3.17 Sosialisasi Internal Bendahara dan Bidang
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PEMERINTAH PROVINS| SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Ade Irma Nasution No, 10 Kec. lir Timur. Palembang, Sumatera Selatan

vt Bk

R el A
R i

PEMERINTAH PROVINS| SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Ade Irma Nasution No.10 Kec. llir Timur, Palembang, Sumatera Selatan

Telp. 351854
Palembang, 19 November 2025
Nomor 800/ /DPKPI/2025
Sifat Pentin
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal Undangan Rapat Sosialisasi Internal
Kepada Yth
Daftar Terlampir
Di-
Tempat
dengan Aksi Perubahan dengan judul Sistem

Informasi Cepat dan Pintar (Si Cetar) untuk Pencatatan Pembayaran melalui QR Code dan
ID Unik Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.
bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada rapat yang akan dilaksanakan

pada:
HariTanggal Kamis-Jumat / 20-21 November 2025
Pukul 10:00 WiB
Tempat Ruang Rapat Besemah Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
Acara Sosialiasi Sistem Informasi Cepat dan Pintar (Si Cetar) untuk

Pencatatan Pembayaran

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mohon kehadiran Saudara dalam rapat pembahasan
tersebut, agar pelaksanaan Aksi Perubahan tersebut dapat berjalan dengan baik
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Project Leader
M

‘embina, IV/a
NIP, 198201062008012003

Telp. 351854
Lampiran 1 Surat

Nomor 800/  /IDPKP./2025

Tanggal 19 November 2025

DAFTAR UNDANGAN SOSIALIASI INTERNAL

Nama Jabatan

| No |
Ir_H. Yudho Joko Prasetyo, ST., MT, IPM.. . |
ASEAN Eng Sekretaris Dinas |
2| Dr. H. Muhammad Senen Har, S.IP., M Si Jabfung API
3 Kabid Perumanan

H. Zulkamaen, S.P,. MM

4. | H. Ahmad Wahidin, SST, S.T Kabid PKP
5 Muhammad Saiful Islam, M.T | Kabid AMPL

(s lu Agus Alharis, SE.. ST., M.Si Kabid PBL

[7. | Mautiman Gustini, ST, M.Si Kepala UPTD PIP28
8.  Pajriansyah, SE.MSi Kasubbag Umum dan Kepegawaian
9. | Erisa Susanti, STM.Si o Kasubbag PEP ]
10. Siti Msrya\i,»\ad Bendahara Pengeluaran ]
11. | Annisa Fitiyen, SE Bendahara Per:g:l:::n Pembantu |

[z [ asinaes Bendahara Pe;ﬁl::ran Pembantu
13. | Andini Febranti, ST Bendahara eng;l;aran Pembantu
15. | M. Avand, ST Bendahara Perijgpe.::lDeran Pembantu

Gambar 3.18 Undangan Rapat Sosialisasi Internal

PEMERINTAH PROVINS| SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Ade Irma Nasution No.10 Kec. lir Timur, Palembang, Sumatera Selatan

Telp. 351854

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Ade Irma Nasution No.10 Kec. lir Timur, Palembang, Sumatera Selatan

Telp. 351854

AT

Notulen Rapat Sosialisasi Internal
Sistem Informasi Cepat dan Pintar (S| CETAR)

Pada hari Kamis, tanggal 20 November 2025 pukul 10.00 WIB dan Jumat, tanggal 21
November 2025 pukul 10.00 WIB. Bertempat Di Ruang Rapat Sekretaris Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

1. Project Leader
2. Peserta Rapat

Maulida Justisia, SE, MM

Ir. H. Yudho Joko Prasetyo, STMT, IPM ASEAN.Eng
Dr. H. Muhammad Senen Har, S.1P. M. Si
Ahmad Zulkarnain, ST, M.Eng. MURP
Ir. Gandhi Indra Permana, ST

Rafika Devi, ST, MT

Budi Indah Hapsari, ST., MT
Amyudarsyah, ST, MT

Pajriansyah, S.E.M.Si

Erisa Susanti, ST., M.Si

10. Siti Maryati, A Md

11. Annisa Fitryah, SE

12. Amrullah, SE

13, Andini Febrianti, ST

14. Neny Tribuana, SE

15. M. Avandi, ST

CEoNdnA LN -

3. Materi Rapat : Sosialisasi Sistem Informasi Cepat dan Pintar (S| CETAR)

4. Kesimpulan Rapat
a pala bidang dan fungsi utama S| CETAR sebagai

platform percepatan proses verifikasi, pencaifan dan monitoring administrasi

keuangan

Bahwa seluruh unit akan menggunakan alur kerja yang telah ditetapkan di dalam SI

CETAR, termasuk tahapan pengecekan, unggah dokumen, serta persetujuan

berjenjang untuk memastikan akurasi dan akuntabiltas

Setiap bidang khususnya bendahara berkomitmen untuk mulai menerapkan S|

CETAR secara bertahap, dengan penyesuaian internal dan pendampingan teknis

dari tim pengelola sistem

Masukan dari peserta akan digunakan untuk penyempumaan fitur S| CETAR Tim

admin juga disiapkan untuk memberkan bantuan feknis serta memastikan

kel sistem di g unit

e

a

MENGETAHUI PESERTA RAPAT

TANDA

"o NAMA TANGAN

JABATAN

P Ir. Gand|

Ir. H. Yudho Joko Prasetyo, STMT,

IPM.ASEAN Eng Sekretaris Dinas

Dr. H. Muhammad Senen Har,
2 |Sipus Jabfung AP

Ahmad Zulkarnain, ST.,

MEng.MURP Bidang PBL

Indra Permana, ST Bldang Perumahan

5. | Rafika Devi, ST MT Bidang PKP

6. | Budi Indah Hapsan, ST, MT UPTD PIP2B

7. | Amyudarsyah, ST, MT Bidang AMPL

Kasubbag Umum dan

8. | Pajiansyah, SE.M.Si i unleril

9. Erisa Susanti, ST, M.Si Kasubbag PEP

10.  Siti Maryati, A Md Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran

11, Annisa Fitriyah, SE erbizrladapiiol e

Bendahara Pengeluaran

12. | Amruliah, SE Pembantu AMPL & PBL

Bendahara Pengeluaran

13. | Andini Febrianti, ST Pembantu PKP

Bendahara Pengeluaran | 5B
Pembantu Perumahan

Bendahara Pengeluaran d“f |
- Pembantu UPTD | <MV

14. | Neny Tribuana, SE

5. | M. Avandi, ST

Gambar 3.19 Notulen Rapat Sosialisasi Internal
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PEMERINTAH PROVINSI
@ SUMATERA SELATAN

Gambar 3.20 Sosialisasi Eksternal (Inspektorat)

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Ade Irma Nasution No.10 Kec. llir Timur. Palembang, Sumatera Selatan

Telp. 351854

Palembang, 24 November 2025
Nomor 800/ /DPKP.1/2025
Sifat Penting
Hal Undangan Rapat Sosialisasi Eksternal
Kepada Yth.
Inspektur Provinsi Sumatera Selatan
Di-

Tempat
dengan Aksi dengan judul

Kualitas Proses dan Program Melalui Y n Ruang

Konsultasi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada rapat yang akan dilaksanakan
pada:

Hari/Tanggal Selasa / 25 November 2025

Pukul 10:00 WIB

Tempat Ruang Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan

Acara : Sosialiasi Sistem Informasi Cepat dan Pintar (Si Cetar) untuk

Pencatatan Pembayaran

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mohon kehadiran Saudara dalam rapat pembahasan
tersebut, agar pelaksanaan Aksi Perubahan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih
Project Leader
(habi

Maulida Justisia, SE. MM
Pembina, 1V7a
NIP. 198201062008012003

e e e
R i I

>
_#’" (995 BerAKHLAK
bongsa -

Gambar 3.21 Undangan Rapat Sosialisasi Eksternal Inspektorat
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Ade Irma Nasution No.10 Kec. llir Timur, Palembang, Sumatera Selatan

Telp. 351854
Palembang, 21 November 2025
Nomor 800/  /DPKP.If2025
Sifat Penting
Hal Undangan Rapat Sosialisasi Eksternal
Kepada Yth

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

Di-
Tempat

dengan Aksi dengan judul Sistem
Informasi Cepat dan Pintar (Si Cetar) untuk Pencatatan Pembayaran melalui QR Code dan
ID Unik Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada rapat yang akan dilaksanakan

pada
Hari/Tanggal Senin / 24 November 2025 |
Pukul 10.00 WIB |
Tempat Ruang Rapat Besemah Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
Acara Sosialiasi Sistem Informasi Cepat dan Pintar (Si Cetar) untuk

Pencatatan Pembayaran

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mohon kehadiran Saudara dalam rapat pembahasan
tersebut, agar pelaksanaan Aksi Perubahan tersebut dapat berjalan dengan baik

Denmikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Project Leader

in: a
NIP. 198201062008012003

Gambar 3.23 Undangan Rapat Sosialisasi Eksternal BPKAD
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9. Publikasi Sistem Informasi Cepat dan Pintar (SI CETAR) untuk Pencatatan

Pembayaran pada dinas

MAULIDA JUSTISIA, SE, MM

Video Aksi Perubahan SI-CETAR (Sistem Informasi Cepat dan Pintar) Oleh Maulida Justisia,
SE., MM

m LTI @ s 54 Q A Share 3 Download X ciip

e.com 4views 1dayago DIN
Gambar 3.24 Dokumentasi Publikasi Di Youtube

B. MANFAAT AKSI PERUBAHAN
Adapun manfaat dari aksi perubahan ini, sebagai berikut:

Jangka Pendek (0-6 bulan) merupakan persiapan dan perencanaan awal.

Pada tahap awal implementasi, manfaat yang dirasakan berfokus pada
peningkatan efisiensi, ketertiban data, dan adaptasi pegawai. Sistem informasi
dengan QR Code dan ID Unik mulai mempercepat proses pencatatan yang
sebelumnya manual dan rawan kesalahan. Pengguna internal belajar
mengoperasikan sistem melalui sosialisasi dan pelatihan sehingga mempermudah

proses transisi.

Selain itu, mulai terlihat adanya pengurangan waktu pelayanan, karena
transaksi dapat dicatat hanya dengan memindai kode. Ketepatan data meningkat
karena setiap pembayaran tercatat otomatis dengan identitas unik sehingga
mengurangi resiko duplikasi atau kehilangan data. Pimpinan juga memperoleh
gambaran awal mengenai efektifitas sistem melalui laporan cepat dan realtime. Pada
tahap ini, kesadaran dan komitmen pegawai terhadap pentingnya perubahan mulai

terbentuk.
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Jangka Menengah (6—-18 bulan) merupakan Implementasi.

Memasuki periode menengah, sistem mulai memberikan dampak yang lebih
luas dan berkelanjutan. Proses pencatatan pembayaran menjadi jauh lebih stabil,
terintegrasi, dan konsisten digunakan oleh seluruh unit terkait. Koordinasi antar
bagian, khusus nya keuangan, perencanaan, administrasi dan teknis meningkat

karena alur kerja tersusun lebih jelas berdasarkan data dari sistem.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembayaran semakin kuat karena
data yang tercatat tersimpan secara terpusat dan mudah ditelusuri. Pengawasan
internal menjadi lebih mudah dilakukan melalui dash boardpemantauan. Dari sisi

pelayanan, pengguna merasakan proses pembayaran yang lebih cepat dan tertib.

Dalam periode ini, pemanfaatan teknologi menjadi budaya kerja baru: pegawai
semakin terbiasa memanfaatkan sistem digital sebagai sarana utama pencatatan dan
pelaporan.

Jangka Panjang (18 bulan-3 tahun ke atas)

Dalam jangka panjang, sistem informasi cepat dan pintar ini menjadi bagian
permanen dari tata kelola organisasi. Transformasi digital terjadi secara menyeluruh
karena data yang dihasilkan dari penggunaan sistem dapat dijadikan basis
pengambilan keputusan strategis. Organisasi memiliki rekam jejak pembayaran yang
lengkap, akurat, dan dapat diuadit, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan
memperkuat kepercayaan publik. Budaya kerja inovatif terbentuk secara konsisten,
dimana pegawai tidak hanya mengguanakan sistem, tetapi juga mengusulkan
pengembangan fitur sesuai kebutuhan baru. Sistem juga menjadi fondasi untuk
integrasi lebih luas, misalnya dengan layanan lain, modul pelaporan otomatis, atau

sistem keuangan yang lebih besar.

Dari sisi efisiensi, organisasi mengalami penurunan signifikan atas risiko
penyimpangan data, kehilangan dokumen, dan kesalahan pencatatan. Kecepatan
pelayanan yang stabil meningkatkan reputasi organisasi sebagai instansi yang

modern, responsif dan transparan.
Valuasi rupiah aksi perubahan

Berikut ini adalah valuasi rupiah aksi perubahan akibat diterapkannya aksi

perubahan ini didalam dinas.
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Tabel 3.2 Valuasi rupiah aksi perubahan

No

Aksi Perubahan

Nilai Tambah

Konversi Nilai Rupiah

Digitalisasi
manual melalui SI CETAR

pencatatan

Efisiensi waktu dan
peningkatan akurasi
kerja

* Pencatatan manual

diganti sistem
otomatis

. Pengurangan
proses tulis
ulang/koreksi

. Mempercepat
monitoring dan

penelusuran data

Peningkatan
produktivitas  aparatur

(nilai non-rupiah)

Penghapusan
penggunaan kertas

logsheet manual

Efisiensi biaya
ATK
» Total pencatatan +
1.000
e 1

pencatatan — 1.200

operasional

layanan/tahun

lembar = 10

lembar/tahun

Kertas: 1.200 lembar x
Rp 100 = Rp
120.000/tahun

Pengurangan
penggunaan tinta printer

untuk pencatatan manual

Efisiensi Biaya

Tinta hitam: 4 botol x Rp
75.000/botol = Rp
300.000/tahun

Pengurangan pembelian
ATK pendukung (bolpoin,
stabilo, label, dsb.)

Efisiensi Biaya

ATK pendukung: Rp
180.000/tahun

C. IMPLEMENTASI

PERUBAHAN

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

DALAM AKSI

Pelaksanaan aksi perubahan ini membuka peluang besar untuk meningkatkan

tata kelola penatausahaan keuangan yang lebih efektif, efisien, serta akuntabel di

lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

Transformasi digital melalui Sistem Informasi Cepat dan Pintar (SI CETAR) menjadi
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langkah strategis dalam mengurangi potensi kesalahan pencatatan pembayaran,
terutama pembayaran ganda (double payment), serta mempercepat proses verifikasi
dan pelaporan transaksi keuangan. Namun untuk memastikan keberhasilan
implementasi inovasi ini dan menjaga keberlanjutan sistem, diperlukan peningkatan
kompetensi ASN secara terarah dan bertahap.

Pengembangan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi
informasi merupakan bagian penting dari proses perubahan, karena digitalisasi tidak
hanya menyentuh aspek teknis namun juga menuntut perubahan pola pikir dalam
bekerja. Pegawai diharapkan lebih responsif, adaptif, dan memiliki kemampuan
analisis terhadap data digital sehingga produk layanan yang diberikan semakin
berkualitas. Transformasi ini juga menjadi bukti komitmen dalam mendukung
penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan prinsip good
governance di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Adapun rencana strategis pengembangan kompetensi dalam implementasi aksi

perubahan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rencana strategis pengembangan kompetensi

NO | Pihak Terdampak Aksi Kompetensi yang Cara Pengembangan
Perubahan dibutuhkan Kompetensi
(Klasikal/Non
Klasikal)
1 Kepala Dinas Perkim | Mendukung pelaksanaan | Sosialisasi dan
Prov. Sumsel Sistem Informasi Cepat Koordinasi
dan Pintar (S| CETAR)
2 Sekretaris Dinas Perkim | Dapat mendukung dan | Sosialisasi dan
Prov. Sumsel ikut dalam pelaksanaan | Koordinasi
Sistem Informasi Cepat
dan Pintar (S| CETAR)
3 Kepala  Sub Bagian | Dapat membangun kerja | Konsultasi dan
Keuangan Dinas Perkim | sama  secara  efektif | Koordinasi dengan
Prov. Sumsel dengan Tim Coach dan Mentor
4 Bidang - Bidang Memahami dan bisa Koordinasi
menggunakan QR Code
dan ID Unik
LAPORAN AKSI PERUBAHAN
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5 Tim Efektif Dapat membangun kerja | Konsultasi dan
sama  secara efektif | Koordinasi dengan
dengan Tim Mentor

Koordinasi dalam tim dilaksanakan melalui komunikasi intensif baik secara
formal maupun informal untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai target
waktu dan hasil yang diharapkan. Project leader juga memberikan dukungan motivasi
serta membangun suasana kerja yang harmonis, sehingga implementasi aksi
perubahan dipahami sebagai kontribusi peningkatan kualitas layanan, bukan sekadar
penambahan beban tugas.

Selain itu, koordinasi dengan pejabat struktural sangat diperlukan untuk
memperkuat aspek kebijakan, memastikan penyediaan sarana pendukung, dan
menindaklanjuti setiap kebutuhan yang muncul selama penerapan sistem digital.
Penyelarasan prosedur kerja dengan sistem baru menjadi langkah penting untuk
menciptakan alur penatausahaan keuangan yang lebih sederhana, cepat, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Dengan strategi pengembangan kompetensi yang komprehensif serta
dukungan penuh dari seluruh jajaran internal, implementasi SI CETAR diharapkan
dapat mewujudkan transformasi sistem penatausahaan keuangan yang lebih
terintegrasi. Hal ini sekaligus memperkuat kapasitas organisasi dalam memberikan
pelayanan publik yang lebih transparan dan berorientasi pada akurasi data, serta
membentuk budaya kerja yang modern di Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.
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BAB IV
KEBERLANJUTAN AKSIPERUBAHAN

Keberlanjutan aksi perubahan merupakan komitmen untuk memastikan bahwa
inovasi yang telah dikembangkan tidak hanya berhasil pada tahap implementasi awal,
tetapi juga mampu terus berjalan, berkembang, dan memberikan manfaat
berkelanjutan bagi organisasi. Mengingat bahwa transformasi tata kelola keuangan
membutuhkan konsistensi, adaptasi, dan dukungan penuh dari berbagai aspek internal
organisasi, maka upaya keberlanjutan harus terencana dan terukur.

Keberlanjutan aksi perubahan Sistem Informasi Cepat dan Pintar (SI CETAR)
untuk pencatatan pembayaran melalui QR Code dan ID Unik pada Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan akan dilakukan melalui strategi
berikut:

Komitmen Pimpinan dan Seluruh Pemangku Kepentingan Internal
Penganggaran untuk Operasional dan Pengembangan Sistem
Peningkatan Kapasitas SDM

Integrasi dengan Dokumen Perencanaan Organisasi

Pemantauan dan Evaluasi secara Berkala

o gk~ w NP

Adaptif terhadap Tantangan dan Perubahan Regulasi

Aksi perubahan “Sistem Informasi Cepat dan Pintar (SI CETAR) untuk
Pencatatan Pembayaran melalui QR Code dan ID Unik pada Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan” memiliki tujuan jangka
menengah dan tujuan jangka panjang sebagai berikut:

1. Tujuan Jangka Menengah

a. Sl CETAR digunakan sebagai media utama pencatatan pembayaran di

seluruh unit terkait.

b. Alur kerja pencatatan dan pelaporan pembayaran lebih terintegrasi dan tertib.

c. Transparansi dan akurasi data meningkat melalui penyimpanan digital yang

mudah ditelusuri.

d. Pegawai terbiasa menerapkan sistem digital dalam pelaksanaan tugas.

2. Tujuan Jangka Panjang
a. Sl CETAR menjadi bagian permanen dalam tata kelola pembayaran instansi.
b. Data digital dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang

lebih cepat dan tepat.
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Risiko kesalahan pencatatan dan duplikasi pembayaran berkurang signifikan.
d. Akuntabilitas meningkat dengan data pembayaran yang terdokumentasi dan
siap diaudit.

e. Inovasi layanan berjalan berkelanjutan seiring pengembangan fitur sistem.

Keberlanjutan aksi perubahan ini didukung oleh komitmen pimpinan dan seluruh
pihak terkait untuk terus menggunakan dan mengembangkan SI CETAR sebagai
bagian dari tata kelola pembayaran di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, akan dilakukan penguatan melalui penetapan
kebijakan internal serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar

penerapan sistem ini dapat berjalan konsisten, terukur, dan berkelanjutan.
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Untuk mendukung pelaksanaan aksi perubahan ini, mata pelatihan pilihan yang

diambil dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1 Mata Pelatihan pilihan yang terkait dengan aksi perubahan

NO Judul Aksi Mata Pelatihan Jalur Hubungan Aksi Sumber
Perubahan Pembelajaran Perubahan Pembelajaran
1 | Sistem 1. Pelatihan , Menginisiasi Peraturan
Informasi Struktural |1+ Keterkaitan perubahan berbasis Presiden
Cepat dan Kepemimpi | Padaaspek digital, bukan hanya tentang
Pintar (SI nan — Kepemimpin menjalankan Sistem
CETAR) Keterampila an. rutinitas. Pemerintaha
untuk n Digital : Ber_baS|s
. Elektronik
Pencatatan dalam Mengambil (SPBE)
Pembayaran Penyusuna keputusan berbasis '
melalui QR n Kebijakan data, selaras Peraturan
Code dan ID (ASN dengan aksi Presiden
Unik Pada Berpijar) perubahan yang tentang
Dinas bertujuan Rencana
Perumahan menghasilkan data Pembanguna
Dan pembayaran  yang n Jangka
Kawasan akurat, cepat, dan Menengah
Permukiman real-time. Nasional
Provinsi (RPJMN)-
Sumatera Mengarahkan  tim Lear;it:rr]na
Selatan Iintag fungsi (Pokja transformasi
teknis, pokja digital
administrasi, layanan
operator lapangan) publik.
agar bekerja terpadu
dalam implementasi Peraturan
sistem QR Code dan Menteri
ID Unik. PANRB
_ tentang Tata
Keterkaitan s Membangun budaya Kelola SPBE.
pada kerja digital di unit Mengatur
Penyusuna | kerja sehingga arsitektur,
n Kebijakan | transformasi tidak keamanan
Berbasis berhenti pada informasi,
Digital. pembuatan sistem, layanan
tetapi menjadi digital, dan
kebiasaan baru interoperabili
yang berkelanjutan. tas.
Kebijakan yang Peraturan
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dihasilkan tidak lagi Menteri
manual, tetapi Keuangan
memanfaatkan terkait
teknologi  sebagai digitalisasi
pendukung utama transaksi
proses administrasi. keuangan
pemerintah-
3.Keterkaitan e Memperkenalkan mendukung
pada pencatatan pencatatan
Keterampilan pembayaran digital pembayaran
Digital melalui QR Code. digital.
e Membangun sistem
berbasis ID Unik. Modul
e Mengurangi Pelatihan
penggunaan  cara Kepemimpin
manual. an  (Modul
e Meningkatkan Pelatihan
kecepatan dan Struktural
akurasi data di tentang
syb.ke_uangan/admi Kepemimpin
nistrasi, an Digital
(LAN RI).
4. Keterkaitan |° Transparansi Buku tentang
pada Pembayaran. Digital
Peningkata Akura§| Pencatatan. Government.
lavanan Integritas  layanan
n lay keuangan. Best
internal. ; €s
e Pelayanan lebih Practice.
cepat dan mudah
diverifikasi.
5. Ketrekaitan
dengan e Transformasi
Asta Cita Pelayanan  Publik
Presiden dan Sistem Digital
(Transform Pemerintahan.
asi Digital) |* Pelatihan
Kepemimpinan
Berbasis digital
memperkuat
kompetensi ASN
untuk  mendukung
transformasi
tersebut.
. Mengaktifkan | Mandiri Dengan pemanfaatan
Transformasi teknologi digital, Modul
Digital pada Sistem Informasi
Sektor Cepat dan Pintar
Pemerintah dapat dibuat lebih
(ASN untuk melakukan
Berpijar) pencatatan
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pembayaran.
Pengembangan
Membina - Tahap Sistem Informasi Modul
- = kesadara - Pelatihan
Kerjasama n Cepat dan Pintar an -
Tim (ASN untuk Pencatatan Kepemimpin
‘ (memaha b lalui an LAN RI.
Berpijar) mi Pembayaran melalui
konsep | 2 sebuah | 2 Feraran
kerjasam pak: ) Menteri
a) prosebs |rr1]iva5| yang PANRB
mem utu_ an terkait
. Tahap kolaborasi lintas manajemen
keterampi bidang. Inovasi ASN dan
lan dasar tersebut tidak dapat kompetensi.
(komunik berjalan hanya oleh kepemimpin
asi dan satu orang, melainkan an
kolaboras memerlukan '
) dukungan dan peran Buku
Tah aktif dari berbagai Pedoman
- ranap pemangku Budaya
keterampi K . , .
. epentingan, seperti Kerja ASN.
lan lanjut T . Ki
manajem pimpinan, tim pokja
( . teknis, pokja BIMTEK
en Tim L . an
dan administrasi, operator yang
. lapangan, hingga diselenggara
Kepemim , kan
. pengguna internal.
pinan ] BKD/BPSDM
kolaborati Kemampuan daerah
f) membina kerjasama tentang
. Tahap Lim - meknjad? teamwork
Penerapa ompetensi unci dan .
N menetuka_ln ' kolaborasi
(Impleme keberhasilan _ ak_S|
ntasi perubahan. Pemimpin
Kerja aksi perubahan harus
sama Tim mampu _
pada aksi menggerakkan  tim,
perubaha membangun
n) kepercayaan,
menciptakan
komunikasi yang
terbuka serta
memastikan setiap
anggota memahami
peran dan
kontribusinya.pembin
aan Kkerjasama tim
juga membantu
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mengurangi

resistensi,
meningkatkan
komitmen, dan
mempercepat proses
adaptasi terhadap

sistem digital baru.

Kerja sama tim
memastikan bahwa

setiap hambatan
teknis, administratif,
maupun perilaku

dapat diselesaikan
secara kolektif. Ketika
sistem QR Code dan
ID Unik di uji coba,
misalnya tim teknis
menangani fungsi
aplikasi, tim
administrasi mengolah
data, sementara tim
pengguna
memberikan masukan
langsung untuk
penyempurnaan.
Sinergi ini hanya dapat
terjadi jika kerjasama
tim dibina dengan
baik.

Dengan demikian, aksi
perubahan
membutuhkan
kerjasama tim sebagai
fondasi utama agar
inovasi digital dapat di
implementasikan

secara efektif,
berkelanjutan, dan
diterima oleh seluruh
pihak.
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BAB Vi
DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

A. PENERAPAN STRATEGI KOMUNIKASI

1. Tahapan Diseminasi

A. Praimplementasi

Seperti dijelaskan di rancangan aksi perubahan bahwa pencatatan
pembayaran masih dilakukan secara manual sehingga rentan terjadi kesalahan,
keterlambatan, dan duplikasi data. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya
akurasi laporan keuangan serta menyulitkan proses verifikasi dan rekonsiliasi.
Selain itu, keterbatasan transparansi dalam pencatatan menyebabkan pimpinan
tidak memperoleh informasi keuangan secara cepat dan real-time.

Setelah permasalahan teridentifikasi, dilakukan analisis kebutuhan untuk
menentukan prasyarat teknis dan non teknis yang diperlukan sebelum perubahan
dijalankan. Dari aspek teknis, dibutuhkan ketersediaan sistem informasi yang
mampu menghasilkan ID Unik, memproses QR Code pembayaran, serta
melakukan verifikasi transaksi otomatis. Selain perangkat lunak dan database,
dibutuhkan pula perangkat keras seperti komputer yang memadai, jaringan internet
stabil, dan peralatan pendukung lainnya. Dari aspek organisasi, diperlukan SOP,
pelatihan pegawai, serta kebijakan internal yang mendukung penerapan teknologi
digital dalam layanan pembiayaan.

Selanjutnya dilakukan tim aksi perubahan yang melibatkan berbagai unsur
sesuai peran dan kompetensinya. Tim ini terdiri dari ketua proyek, tim teknis dan
tim administrasi. Masing-masing pihak memiliki tanggung jawab yang jelas agar
kegiatan pra-implementasi dapat terlaksana secara kolaboratif. Kehadiran tim yang
solid menjadi kunci untuk menjaga koordinasi, membagi tugas serta memastikan

bahwa setiap potensi hambatan dapat di atasi sejak dini.

B. Saat Implementasi

Pada saat implementasi aksi perubahan, seluruh instrumen, SOP, tim, serta
sistem yang telah disiapkan diuji langsung dalam konteks operasional sebenarnya.
Implementasi bertujuan memastikan bahwa inovasi yang dikembangkan dapat
berjalan efektif, mudah digunakan, serta memberikan dampak nyata terhadap

pelayanan.
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C. Pasca Implementasi

Pasca Implementasi aksi perubahan fokus diarahkan pada pemantapan,
monitoring jangka panjang, serta upaya menjaga keberlanjutan inovasi agar tidak
berhenti hanya sebagai proyek sementara. Monitoring dilakukan untuk memastikan
bahwa sistem tetap berjalan stabil, tidak terjadi error signifikan, dan seluruh
transaksi tercatat dengan benar. Evaluasi lanjutan Mencakup penilaian dampak
implementasi terhadap efisiensi layanan , peningkatan akurasi data, dan kualitas
laporan keuangan. Data evaluasi dikumpulkan secara mingguan dan bulanan untuk
melihat pola serta tren kinerja sistem.

Selain itu , dilakukan penyesuaian SOP dan kebijakan internal berdasarkan
temuan selama implementasi. SOP yang sebelumnya disusun bersifat awal (draft
implementasi) diperbaiki dan dimukhtahirkan agar lebih sesuai dengan kondisi
nyata di lapangan. Penyempurnaan SOP ini penting untuk memastikan bahwa
seluruh pegawai bekerja dengan standar yang sama dan sesuai prosedur terbaru.

Langkah stategis berikutnya adalah melakukan integrasi dan pengembangan
lanjutan sistem. Berdasarkan hasil implementasi awal, beberapa fitur tambahan
mungkin di butuhkan untuk meningkatkan pelayanan, misalnya integrasi laporan
otomatis ke pimpinan, fitur reminder transaksi, atau ekspor data ke format tertentu.
Pengembangan lanjutan dilakukan secara terencana untuk menyesuaikan sistem
dengan kebutuhan organisasi dimasa depan.

Bagian lain yang tidak kalah penting adalah pelaporan hasil aksi perubahan
kepada pimpinan. Laporan berisi capaian, dampak, hasil evaluasi, kendala, dan
rekomendasi. Laporan ini menjadi bukti akuntabilitas sekaligus dasar untuk
memperluas penggunaan sistem ke unit lain apabila di anggap berhasil.

Tahap pasca implementasi ditutup dengan penyusunan rencana tindak lanjut
mencakup pengembangan fitur baru, peningkatan kapasitas pegawai, serta potensi
replikasi inovasi ke unit kerja lainnya. Dengan adanya rencana tindak lanjut, aksi
perubahan tidak berhenti pada satu siklus, tetapi menjadi gerakan perbaikan

berkelanjutan.
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2. Publikasi

MAULIDA JUSTISIA, SE, MM

Video Aksi Perubahan SI-CETAR (Sistem Informasi Cepat dan Pintar) Oleh Maulida Justisia,
SE., MM

m maulldajustlsla @ ‘ 54 q;' £> share i Download §< Clip

ecom 4views 1dayago DINAS

Gambar 6.1 Dokumentasi Publikasi di Youtube

Sebagai bagian dari upaya publikasi aksi perubahan yang berjudul “Sistem
Informasi Cepat dan Pintar (SI CETAR) untuk Pencatatan Pembayaran melalui QR
Code dan ID Unik pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Sumatera Selatan”, telah dilakukannya publikasi melalui media sosial yaitu Youtube
agar aksi perubahan ini menjadi semakin optimal. Publikasi ini bertujuan untuk
menjangkau audiens yang lebih luas serta membuka ruang dialog dan partisipasi publik
terhadap program-program yang dijalankan oleh dinas.

Si Cetar hadir sebagai platform digital yang dirancang untuk mempercepat,
mempermudah, dan mengefisiensikan proses pencatatan pembayaran melalui
pemanfaatan teknologi QR Code dan ID Unik. Juga menjadi wujud inovasi pelayanan
berbasis teknologi yang mendukung modernisasi birokrasi, peningkatan kualitas
layanan publik, serta percepatan proses transaksi dan pelaporan. Sistem yang berbasis
data terintegrasi sehingga mampu meminimalkan kesalahan manual, meningkatkan
akurasi pencatatan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan keuangan.

Dengan adanya publikasi tersebut, diharapkan masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya dapat lebih memahami pentingnya aplikasi Si Cetar sebagai sarana
Penata Usahaan Keuangan dalam rangka mewujudkan pencatatan keuangan berbasis
spreed sheet pada dinas perumahan dan kawasan permukiman yang lebih berkualitas

dan semakin besar peluang untuk mencapai hasil yang positif dan berkelanjutan.
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B. KEBERHASILAN MENDAPATKAN DUKUNGAN ADOPSI / REPLIKASI AKSI

PERUBAHAN

Dibutuhkan adanya upaya untuk menyusun stakeholder oleh tim efektif dengan

mengelompokkan stakeholder berdasarkan pengaruh dan kepentingan yang dimilikinya.

Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memetakan koordinasi dan instruksi dari

masing- masing stakeholder berdasarkan peran masing-masing. Keberhasilan terhadap

aksi perubahan ini dapat dilihat dari dukungan yang didapat serta perubahan peta

stakeholder sebelum dan sesudah aksi perubahan .

Stakeholder sebelum dilaksanakannya Aksi Perubahan

LATENS PROMOTORS
e BPK e Kepala Dinas Perkim Prov. Sumsel
e KPK * Sekretaris Dinas Perkim Prov. Sumsel
e Kementrian Dalam Negeri e Kabid Perumahan Dinas Perkim Prov.
e Kementrian PKP Sumsel
e Kementrian PU * Kabid AMPL Dinas Perkim Prov. Sumsel
e Kementrian Keuangan e Kabid PKP Dinas Perkim Prov. Sumsel
e BPKAD e Kabid PBL Dinas Perkim Prov. Sumsel
e Inspektorat e Kepala UPTD PIP2B & Jakon Dinas
e DPRD Perkim Prov. Sumsel
APATHETICS DEFENDERS
e Bank e Kasubbag PEP Dinas Perkim Prov.
* Rekanan Sumsel
e Media Massa e Kasubbag Umum & Kepeg: ian Dinas
e Masyarakat Perkim Prov. Sumsel
e Kepala Seksi Dinas Perkim Prov. Sumsel
e Staf Keuangan Dinas Perkim Prov.
Sumsel
Stakeholder sesudah dilaksanakannya Aksi Perubahan
PROMOTORS
m e Kementrian Dalam Negeri
e BPK ®  Kementrian PKP
*  Kementrian PU
e KPK o BPKAD
e DPRD * Inspektorat
e Kepala Dinas Perkim Prov. Sumsel
*  Sekretaris Dinas Perkim Prov. Sumsel
*  Kabid Perumahan Dinas Perkim Prov. Sumsel
e Kabid AMPLDinas Perkim Prov. Sumsel
*  Kabid PKP Dinas Perkim Prov. Sumsel
*  Kabid PBL Dinas Perkim Prov. Sumsel
*  Kepala UPTD PIP2B & Jakon Dinas Perkim Prov.
Sumsel
APATHETICS DEFENDERS
e Bank e Kasubbag PEP Dinas Perkim Prov.
* Media Sumsel

e Masyarakat

Kasubbag Umum & Kepegawaian Dinas
Perkim Prov. Sumsel

Kepala Seksi Dinas Perkim Prov. Sumsel
Staf Keuangan Dinas Perkim Prov.
Sumsel

Rekanan

Gambar 6.2 Perubahan peta stakeholder setelah aksi perubahan
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Setelah berjalannya aksi perubahan, terjadi perubahan terhadap para stakeholder
berdasarkan pengaruh dan kepentingannya, maka diperlukan strategi komunikasi

dalam rangka menjalin kerja sama maupun memengaruhi para stakeholder.

Dalam melaksanakan aksi perubahan berjudul “Sistem Informasi Cepat dan Pintar
untuk Pencatatan Pembayaran melalui QR Code dan ID Unik pada Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan”, peserta menunjukkan
kemampuan yang baik dalam mengkomunikasikan inisiatif perubahan serta
mendapatkan dukungan adopsi aksi dari berbagai pihak. Peserta menyadari bahwa
keberhasilan implementasi aksi perubahan tidak hanya bergantung pada rancangan
teknis, tetapi juga pada dukungan aktif dari stakeholder internal maupun eksternal.

Berikut dilampirkan surat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

Gambar 6.3 Dukungan Dari Sekda Prov. Sumatera Selatan
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Gambar 6.4 Dukungan Dari Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan
Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman

7Y

Gambar 6.5 Dukungan Dari Kepala Dinas Perumahan Dan
Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
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Gambar 6.6 Dukungan Dari Kasubdit Kemudahan Dan Bantuan

Pembiayaan Perumahan Perdesaan Kementeriaan Perumahan
Dan Kawasan Permukiman

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Ji. Kapten A. Rivai / Ade Irma Nasution No. 10

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Telepon 351854 Palembang

T NY, DUKUN
Nomor : 800/ [OPKP W2025

untuk Poltinan Kepemimpinan
meywwmmwwws“mmnmmm

(BPSOMD) Selatan, sayn 93 & bawah ini
Nama Fadroh, SE MSi
NP 1975060221
Jabatan Kemsmrm Pengeiaan Jabatan Fungsional Bdang Jasa
Konstnusi
Instansi Direidorat Kompetans: dan Prodidivtas Tenaga Keqa Korstridest
Kesmerterian Pakeriaan Umum

Batwa wtk kepentingan Dinas Perumanan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sunm
Selatan, dengan
mwmmmmcmmmm Ormbn

Id Unik* pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumaters Sefatan”
otas nama

Nama Mautics Justsa, SE MM

NP 158201062008012009

Jabatan Kasub Keusrgan

rstans: Dinas P Permukiman Pr

Oee pernyat dengan A
Perubahar 28 & Jasa Korstrks:

Dings Porumahan dan Kawasan Peemukiman Provins: Sumaters Selatan

Palemoang, a0

Kasubdirktorat Pengeiclaan Jabatan Fungsional

Gambar 6.7 Dukungan Dari Kepala Subdirektorat Tenaga Kerja
Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum
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PEMERINTAH PROVINST SUMATERA SELATAN

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Ji. Kapten A. Rivai / Ade Irma Nasution No. 10
Telepon 351854 Palembang

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Nomor : 800/ /DPKP.VI/2025

Berk:

9 rencana Pelatihan
Pengawas yang oleh Badan Sumber Daya Manusia Daerah
(BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan, saya yang bertanda fangan di bawah ini

Nama : Muhammad Agung Dermawan, S.H

NIP 198209182008011010

Jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha

Instansi Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi

Kementerian Pekerjaan Umum

Bahwa untuk i Dinas Pe an dan Kawasan Provinsi Sumatera
Selatan, dengan in d ksi perubahan judul “Sistem

Informasi Cepat Dan Pintar (Si Cetar) Untuk Pencatatan Pembayaran Melalui Qr Code Dan
Id Unik” pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan”

atas nama :
Nama Mauiida Justisia, S.E, MM
NP : 198201062008012003
Jabatan Kasub Keuangan
Instansi  Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya dan diharapkan Aksi
Perubahan tersebut dapat diimplementasikan untuk kepentingan UPTD PIP2B & Jasa Konstruks|
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provins Sumatera Selatan

Palembang, 2025

Kasubdirektorat Tata Usaha
Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
Konstruksi Kemer Pekerjaan Umum,

ammad. De wan, S.H
NIP. 198209182008011010

Gambar 6.8 Dukungan Dari Kepala Subbagian Ta_ta Usaha .
Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi
Kementerian Pekerjaan Umum

Gambar 6.9 Dukungan Dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
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Gambar 6.10 Dukungan Dari Sekretaris Bpkad Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 6.11 Dukungan Dari Kabid Perbendaharaan BPKAD
Provinsi Sumatera Selatan
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Gambar 6.12 Dukungan Dari Inspektur Pembantu | Inspektorat
Provinsi Sumatera Selatan
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BAB VIl
PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

A. PEMETAAN SIKAP, PERILAKU KEPEMIMPINAN DAN STRATEGI
PENGEMBANGAN

Dalam pelaksanaan aksi perubahan dilakukan kegiatan pengembangan diri
dengan berdasarkan hasil penilaian perilaku yang telah dilakukan oleh peserta dan
mentor. Pada tabel di bawah terlihat beberapa sub komponen yang hasil nilainya

masih belum optimal sehingga perlu dilakukan pengembangan, yaitu:

Komponen Integritas, pada Sub Komponen tanggungjawab dan kedisiplinan
Komponen Kerjasama, pada Sub Komponen Kerjasama Internal dan komunikasi

3. Komponen Mengelola Perubahan, pada Sub Komponen Pelayanan Publik

Tahapan Pengembangan Potensi Diri mencakup beberapa langkah sebagai
berikut:

1. Peserta terlebih dahulu melakukan pemetaan dan refleksi mandiri terhadap sikap
serta perilaku kepemimpinan yang dimiliki.

2. Mentor atau atasan langsung memberikan penilaian objektif mengenai sikap dan
perilaku kepemimpinan peserta berdasarkan pengamatan selama bekerja.

3. Dilakukan diskusi umpan balik (feedback) antara peserta dan mentor untuk
mendapatkan pemahaman yang selaras mengenai area kekuatan dan aspek yang
perlu ditingkatkan.

4. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, peserta kemudian menyusun strategi

pengembangan potensi diri secara lebih terarah.

Identifikasi potensi diri tersebut dilakukan melalui instrumen kuesioner yang diisi
oleh project leader dan mentor. Hasil pemetaan potensi diri pada action leader dalam

pelaksanaan aksi perubahan ini ditampilkan sebagai berikut:
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Tabel 7.1 Formulir Peserta

FORMULIR PESERTA

Mama : [Iaulida Justisia, SE., kA

P : MeEminsmmaEn1zom

labatan . | Easubtag Kouangan

stz | Dires Porumahon dan Exvswasan Pormuiimean Proy. Sumaters Soltan
Program : | Pelatihan Ecpemimpinzn Pengzwzs IV

e ponen Sl KOs ROnCn SKOR 1-10

1 |Mengingatian redan korg atau bwahan untol bertindab sesuad dengan nikad,
recinmi, dain etk angansasl dalam sogals sibuesi dan kondisi.

2 |Monunuiian kbombmen dan tanggung wab terhadap ponycliaaian Tugas Wang
dirnibaninga.

3 |Mongingathan roian kora atau bawahan untuk melsisanaian tugas dan fungsi
meneia Seousdl dengan teng@at waktu yang 2ds dan mematuhl Eetoentuan terkan 2.Ta
waktu erfa yang borbaiu dalum anganisasl

INTEGRITAS 4 | Memboriian indormas yang dapat dipercaya bepada orang an' pibak in sceusl
deengan ctilka anganisasl.

Moncrapkan nonma atad aturan yang borkaiy dalam organtsas] soora EonskEnen
dallam setiap simuasl dalamn linglup polorjaannga.

& |Momberiian argumen dengan disertad pomeheman atas betonbuan yang boerlaiou
di organtas dan koreckucrsings dalam mengingathan atau mengajak rokan 220
ey bewahan dalam pencgaban aturan.
JUIRALAH 255
T |Merrampaiizn imonmasl dengan ubup pelas bedk socars ol maapun lsn

=7

200

[Tl

200

dallum menunjang elanciran berjs pads wnintim yang dipimpinrya. =M
2 |Mokiukan boordinesl yang cieitit dongan pitek pifck relevan di Bngloup satuzn

Iocirjay onganisas dalam rangia menjmin iinci di lingloup unifonga. 220
9 | Akt menjalin komuniizsl dengan pEMRNEIY koepontingan cistemmal organisast

EERJAZANLA dallm rangia menunizng usditzs byanan yang disclengraraian onganisesi &7a
10 |Merespon dengan positit adanya porbodzan atau kemajomuizn dakam unitim

e sehingga tetap foins peeda tujusn e yang discpaiat. =30

11 |Bertanggungiawash terhadap peran atau tugasnya dalam rangha menspai 200

SREATN it i n itim yang toelah disepalati.
JLIRALA BET

12 Akt menczrl inbormesl Eebutuhen pomengiu Eopontingzn dan mesmbsriian
ponjelasan mengonad prossdur standar polayanan yang borlabu sobagal upaya 280
pomenuhan polayanan publii yang ot dan ohsion.

13 Akt mengombzngian bomampuan untul merpcsusiizn dinl dengan tuntutan
ponubahan dadam pemberian pelyyanan publii.

14 |Menggunaian cra yang beragam untul memastiian  wahan  memahomi

BAEMGELDLA
arahan porpckesaian tugss yang soouad dongan target konl yang Jdiberikan dan S0
[PER LIBAHARN
S0P ywang berkaiu
15 |Mancri metads berfa alterratit yang kebih ot untuk menyesalian polerjaan 200
tenutama bctika menghadapl hambatan
16 |Prositid mencan peluang porbaiian yang poriu diliuian ontul meningiatizn 290
inpiitas pemberian polayan publii.
JUIRILAH E=8
Falermibang, 22 September 2025
Peserta
Maulida Justisia, 5E., MM
MNP 1SE30106300801 2000
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Tabel 7.2 Formulir Penilaian M

Ton g w R R
s il bl sk

entor

P
ane Bl AT

Maima Peserta
NIP
Jahiatam

Program

FORMULIR MENTOR

Maulida Justisia, SE., bk Mairn = Mebortor ;| IDwr. H. Wsuhamimad Sonen Har, 5P, M

1SS0 10 Z0ER0 13000 WIP:
Easubhag Eoingan Jabhatan

: Mes710151589091000

Pt Sodretaris Diras

Diras Ponumadhan dan Eawasan Pormuiiiman Dinas Porumahan dan Eawasan Ponmuioman

Irestamnsl

Prow. Sumatera Solatan " | Prove. Sumatera Selatan

Polatihan Kopomimpinan Pongawas I

oo piorecn

Sy Boan pomn

INTEGRITAS

SXOR 1-10

Mongingatian neian berjs atau bawahan untui bortindai sesuad dongan nikad,
norma, dan otk angan dalam segals smuasi dan kaondis

EE0

[

Mizrunjuicican ibomitmen dan tanggung 2wab terfadap penyckemaian Dugas yaing
de=mibianing

900

[M]

Mengingatian reian berja atau bowahan untul melabsanaian bugas dan fungs
ek sesual dengan tongEat waktu yang 2da dan mematuhl ketonmuan Torkait

-

Micmiberikan indonmasi yang dapat dipercaya bepada orang king' pihak kin scoua

KERJATANA

dengan otila anganiss 230
5 | Miencrapian parma 2t 2huran yang beriain dalam onganisas semrs konssten oy
dallam setiap siuasi dalkam linglup polonjasning
5 | Memboriian angumsn dengan discral pomahaman 2 koo yang berbaiou d -
arganisas dan bansckucrsings dalam mengingatian atau mengajal relan benja) g
JUBAILAH 250
T |Meryampiizn infonmas dengan ouiup pelas ik socara tertulls maupun lszn dakam

menunjang ketancaran berjs pads unitim yang dipimpinmyz

280

Mbiuian koordinasl yang oot dengan pifck pifak relevan di lingloup satuan
berja/onganisasi datam rangka menjamin kincia di linglup unitrya

290

At menalin bomuniias] dongan pomangiu bepentingan cestonnad organisas
dailam rangia menunjang buzditas yanan yang dsclenggaralan onganisas

290

1

Micrespan dengan postif adanya perbedaan atau kemajpemuiazn dalam unittim e
sohingga tetap dolus pads tujpuan koni yang discpakat

280

Bortang@gungiaswal terhadap poran atau tugasnya dalam rangha mencapal sasaran
2t tujuan thm yang tolah discpakat

900

JURILAH

25z

MIEINGELDRA
PERLIBAHAN

At msncr Indonmasl bebubuhan pemangiou bepontingn dan memberiian
penjelacan mengenal prasedur standar pelayanan yang berkaiu sohagal upay
pomenuhan polayanan public yang clelnit dan otskon

220

St mengoemibngiEn Domampuzn uniul menyeesuiizn dirl dengan Tuntutan
porubahzn dalam pemberian pelyyanan publi

EE0

Menggunaian cara yang beragam untulk memastian bewahan memahami arahan
oy chsaian Tugas yang Sceull dongan tanget koni yang diboerikan dan S0P yang

2820

Mliznecari metods kena alennatit yang lebih ookt uniul monyesadian polenaan
torutama ctiia menghadapl hambatan

9.00

Proiotit mencrl peluang perbaiicn yang perk dilsiouian untuk meningkatian
inuaiitas pemberian pelayan pubii

£20

JUMILAH

EEE

Falembamng, 23 September 2025

Febenbor

Dr. H. Mubasnmad Senen Har, 5.0F., M. 5

R LSST 10161985091 000
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Qun o #5%

Tabel 7.3 Rekap Nilai Peserta

REKAP NILAI PESERTA
Nama Maulida lustisia, SE., MM
NIP 198201062008012000
Jabatan Kasubbag Keuangan
Instansi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumatera Selatan
Program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas IV
Komponen Sub Komponen Nilai Kualifikasi
Tanggung jawab 87 Baik
Komitmen 5 Istimewa
Kedisplinan 87 Baik
Integritas  |Kejujuran 8.8 Baik
Konsistensi 5 Istimewa
Pengambilan Keputusan Dilematis 8,9 Baik
Rata-Rata 8,85 Baik
Kerjasama Internal 87 Baik
Kerjasama Eksternal 8.9 Baik
Kerjasama Komunikasi 87 Baik
Fleksihilitas 8.8 Baik
Komitmen dalam Tim 9 Istimewa
Rata-Rata 8,82 Baik
Orientasi Pelayanan 8.8 Baik
Adaptabhilitas 8.8 Baik
Mengelola |Pengembangan diri dan orang lain 8,9 Baik
Perubahan |Orientasi pada hasil g Istimewa
Inisiatif 8.9 Baik
Rata-Rata 8,88 Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku : 8,85 Baik
Keterangan Kualifikasi
9.99-10 Istimewa
7-8.99 Baik
5-6.99 Cukup
3-499 Kurang
1-2.99  Sangat Kurang
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Tabel 7.4 Rekapitulasi Nilai Mentor

Qun o #5%

Nama Peserta
NIP

REKAP NILAI MENTOR

Maulida Justisia, SE., MM Nama Mentor
19820106200201 2000 MNIP:

Dr. H. Muhammad Senen Har, S.1P., M. Si

156710161985051000

Jabatan Kasubbag Keuangan Jabatan Plt. Sekretaris Dinas
. Dinas Perumahan dan Kawasan . Dinas Perumahan dan
Instansi - Instansi .
Permukiman Prov. Sumatera Selatan Kawasan Permukiman Prov.
Program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas IV
Komponen Sub Komponen Nilai Kualifikasi
Tanggung jawab 8.8 Baik
Komitmen ) Istimewa
Kedisplinan 8.8 Baik
Integritas Kejujuran 8,9 Baik
Kaonsistensi 9 Istimewa
Pengambilan Keputusan Dilematis 3,9 Baik
Rata-Rata 8,90 Baik
Kerjasama Internal 8,9 Baik
Kerjasama Eksternal 8,9 Baik
Keri Komunikasi 8,9 Baik
eMNasaMa I Fleksibilitas 8,9 Baik
Komitmen dalam Tim 9 Istimewa
Rata-Rata 8,92 Baik
Orientasi Pelayanan 3,8 Baik
Adaptabilitas 8.8 Baik
Mengelola Pengembangan diri dan orang lain 8,9 Baik
Perubahan Orientasi pada hasil 9 Istimewa
Inisiatif 3,9 Baik
Rata-Rata 8,88 Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku : 8,90 Baik
Keterangan Kualifikasi
9.93-10 Istimewa
7-8.95 Baik
5-6.99 Cukup
3-4.95 Kurang
1-2.95 Sangat Kurang

Hasil assemen diambli dari gabungan self asseement yang dilakukan oleh

peserta kemudian digabungkan dengan asessment dari nilai mentor. Rekap gabungan

nilai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Qun o #5%

Tabel 7.5 Rekap Nilai Gabungan Peserta dan mentor

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR

Nama Maulida Justisia, SE., MM Nama Mentor Dr. H. Muhammad Senen Har, 5.1P., M. 5i
NIP 198201062008012000 NIP 196710161983091000
labatan Kasubbag Keuangan labatan Plt. Sekretaris Dinas
. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman , Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Instansi Instansi
Prov. Sumatera Selatan Prov. Sumatera Selatan
Program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas IV
Komponen  |Sub Komponen Nilai Peserta | Nilai Mentor Nilai Rata-Rata | Kualifikasi
Tanggung jawab 8.7 2,8 8,77 Baik
Komitmen 9 9 9,00 Istimewa
Kedisplinan 8.7 3.8 8,77 Baik
Integritas  |Kejujuran 8.8 2.9 8,87 Baik
Konsistensi 9 9 9,00 Istimewa
Pengambilan Keputusan 8,9 2,9 8,90 Baik
Rata-Rata 8,85 8,90 8,89 Baik
Kerjasama Internal 8,7 8,9 8,84 Baik
Kerjasama Eksternal 8,9 2.9 8,90 Baik
Kerjasama Komunikasi 8.7 8,9 8,84 Baik
Fleksibilitas 8.8 8,9 8,87 Baik
Komitmen dalam Tim 9 9 9,00 Istimewa
Rata-Rata 2,82 8,02 8,89 Baik
Pelayanan Publik 8,8 88 8,80 Baik
Adaptabilitas 3,8 3.8 8,80 Baik
Mengelola |Pengembangan orang lain 8,9 8.9 8,90 Baik
Perubahan |Orientasi pada hasil 3 9 9,00 Istimewa
Inisiatif 8,9 8,9 8,90 Baik
Rata-Rata 8,88 8,88 8,88 Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku : 8,85 8,90 8,80 Baik

Keterangan Kualifikasi

9.99-10 Istimewa
7-8.99 Baik
5-6.99 Cukup
3-4.99 Kurang
1-2.99 Sangat Kurang
Rekap Nilai akhir sikap dan perilaku peserta adalah sebagai berikut :
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Tabel 7.6 Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

MNama Peserta Maulida Justisia, 5E., MM

MNama Mentor

Or. H. Muhammad Sensn Har, 5.1P., M. 5i

MIPF : | 198201 08200801 2000 MIP: 155710161 58505 1000
Jabatan : Kasubbag Heusngan Jabatan Flt. Sekretariz Dinas
| . Dinss Perumshan dan Kawassn | . Dinas Perumshan dan Kawsssn
nstansi Permukiman Prov. Sumatera Selatan nstansi Permukiman Prov. Sumatera Selstan
Program Pelatihsn Kepemimpinan Pengawsas [V
Milai Komponen
Sub Komponen | =T8T T iy Sub Komponen Rata-Rata Total Kualifikasi
Integritas Kerjasama Mengelela Perubahan | Sub Komponen Total Sub
Peserta 8,85 888 8,85 Baik
Mentor 8,50 8,88 8,50 Baik
Nilai Rata-Rata .
Per Sub Komponen 583 A8 S5 L2
Kualifikasi Per Sub i . .
Kompeonen Baik Baik Baik
Kererangan Kualifikasi Akhir Sikap Perilaku
8.55-10 |stimewa
7-5.59 Baik 8,89
5550 Cukoup Kualifikasi:
3-4.55 Hurang Baik
1-2.58 Sangst Hurang
REKOMENDAS| PENGEMBANGAN FOTENSI DIRI:
Istimewa Memperhatikan nilsi peda sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilsi gabungan,

terukur pads =23t melskss

peserta periu diberikan pengayaan pengembang

an potensi din d

3lam bentuk kegistan-kegistan yang
snskan sksi perubahannys dengan bimbingan dan pendampingan sebagai
beksl pengayssn siksp perilakue untuk mendwduki jshatan pimpinan yang lebih tinggi

Memperhatikan nilsi peda sub komponen pads Formulir Peserts atsu Mentor d
peserta periu diberikan pengayaan pengembangan potensi din dalam bentuk kegistan-kegistan yang
terukur pada s3at melsksanakan sksi perubshannya dengan bimbingan dan pendampingan yang
teriadwsl sebagai bekal pendslaman sikap perilsku dslam jsbstan pimpinan pengawss

an Reksp nilai gabungan,

Cukup

terukur pads saat melskss

terjadwsl sebagai beksl pengustan siksp perilsku 4

Memperhatikan nilsi peda sub komponen pada Formulir Pesarta atau Mentor d
peserta periu diberikan program pengambang

an potensi din d

slam bentuk kegistan-kegistan yang
snakan sksi perubshannya dengan bimbingan dan  pendampingan yang
slam menduduki jsbatan pengawss

an Rekap nilai gabungan,

Kurang

Sangat Kurang
terukur pada s3at melskss
ketat d
penguatan sikap perilaku d

Memperhatikan nilsi peds sub komponsen pads Formulir Pesarts atau Mentor d
peserta periu diberikan program pengembangsan potensi din dalam bentuk kegistan-kegiatan yang

anskan sksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat
an s=baiknya agar melibstkan unit pengelola kepegawsian instansi as3] pesarts s=bagai bekal
alsm menduduki jsbatan pengawas

an Reksp nilai gabungsan,
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B. PROSES DAN PROGRES / HASIL
Untuk meningkatkan kompetensi diri maka dilaksanakan pengembangan
kompetensi diri dengan cara mengikuti rapat dan pelatihan. Dalam rangka
meningkatkan pengembangan diri berdasarkan hasil penilaian perilaku yang telah
dilakukan oleh peserta dan mentor, saya telah melaksanakan berbagai strategi
pengembangan potensi diri yang terarah dan selaras dengan tujuan aksi perubahan
untuk melengkapi kekurangan pada beberapa sub komponen. Pengembangan potensi
diri ini dilakukan melalui kegiatan pelatihan.
Tabel 7.7 Pengembangan Potensi Diri
NO| Komponen /Sub Kegiatan / Waktu Pelaksanaan Hasil
Komponen Tahapan Aksi S
Perubahan Rencana | Realisasi
1. | Integritas, komponen | Mengikuti Oktober 28 S s
Tanggung jawab dan Kelas 2025 November SERTIFIKAT ;
Kedisiplinan 2025 e
Pelatihan
ASN Berpijar
“Pengelolaan
Konflik
Kepentingan”
DOKUMENTASI
PELATIHAN
2. | Kerjasama, Mengikuti Oktober 28 : —
komponen Kerjasama Kelas 2025 November )
Internal dan 2025
Komunikasi Pelatihan
ASN Berpijar
“Keterampilan
Digital dalam
Penyusunan yr——
Kebijakan”
W
DOKUMENTASI
PELATIHAN
LAPORAN AKSI PERUBAHAN
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3. | Mengelola Mengikuti Oktober 28 P R
Perubahan, Kelas 2025 November SERTIFIKAT
Komponen 2025

Pelayanan Publik dan| Pelatihan
adaptasi ASN Berpijar
“Resiliensi
Diri”

SERTIFIKAT

DOKUMENTASI

PELATIHAN

Setelah rangkaian pengembangan potensi diri dilaksanakan, dilakukan kembali
proses penilaian untuk mengukur perkembangan kompetensi peserta. Evaluasi ini
melibatkan assessment mandiri oleh peserta dan penilaian dari mentor terhadap tiga
kompetensi utama, yaitu integritas, kerja sama, dan kemampuan mengelola

perubahan. Ketiga kompetensi tersebut secara detail ditampilkan pada tabel berikut:

LAPORAN AKS! PERUBAHAN 9



2] >
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN IV G H‘H‘Bﬂ_ #‘KHMK : ﬁnl

PROVINS| SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 sty ek

i I

Tabel 7.8 Formulir Peserta (Akhir)

FORMULIR PESERTA

Maima | aulida e, TE. b
NP : NeEn10az00E0 12000
Jalbartan . | Fasubbag Kouangan
retairesl 1 | IDbras Posrumahan dain Eawasan Permukiman Prow. Sumatera Solatan
Program ;| Pedlatiban Kopomimpinan Pongawas IV
o pone Sl Ko ponen SHOR 1-10
1 |Mengingatian roian ko atau bwahan untuk bortindad scouad dengan milkad, 230
narma, dan ik onganisasl datam segals simuasl dan kondisl
I |sdorunpukian komiomen dan tang@ung 2wah terhadap porpclesaian Tugls yang 200
die=mibianinga.
3 |Mengingathan rokan borfg atau bawahan ontuk molaisanakan tugas dan fungsi
moncha seaual doengan tonggat wakty yang 2da dan momatuhl bebonbun torkait 220
waktu kerja yang borkaiu dalam onganisasi.
INTESRITAS 4 |micmberiian indonmasi yang dapat dipercaya bepada orang Ling' pitak in seoual
dengan ot argankeasl. 240
5 |sdcnorapian nonma 2tad aturan yang borkku dalam ongantsasl soara korskten 200
dalam setiap smuasl daltamn linglup polcnaannga.
& |somborikan angumen dengan dscnal pomahaman atas betenmuan yang borkaku
di organisasi dan bonsciucnsingg dalam mengingatian atau mengajak noian p-A-
wcrjay bawahan dalam poncgalan 2urain.
JUBALAH B30
T |Mergampaiian irdormasi dengan cukup polas badk socars tertulis maupun Bean
dalam menunjang kclunciran benj pda unitim yang, dipimpinnga. 280
8 |kdclainuian boordiresl yang oot dongan pihek pilek nelevan di linglioup satuan 590
o/ onganisas dalam rangka menjzmin binenia di lingloup unonya.
9 |aktd menjalin komuniiast dengan pemangiu kepentingan chstennal ongantsasi
EERIAZANA dallam rangla menunjang ualifas byanan yang disclenggaralan onganisasi &20
10 |kborespon dengan poasni adanya perbedaan atau bemajemuian dalam unim’tim 20
o schingga tetap folius pada tujuan berR yang discpakati.
11 |Borianggungizwal terhadap peran atau tugesnya dalam rangha mencpi 500
TN atau i n i yang tolah discpakati
JUmaLAH EE
17 |aktt mencan ndonmasl Ecebotuban pemangiu bepentingan dan memiberiian
ponjelasan mengonad prossdur standar poleyanan yang borlaiu sobagal upaya a0
pornenuhan pelyyanan publie yang ool dan cheben
13 |aktdt mengombangian bomampuan ok menryesuaiian dinl dengan tunbutan .90
porubatan dalam pemborian pelayanan pubiliie.
14 |Mongguradan cara yang boragam untuk memastiian  beswahan el
arahan porpchesaian tugas yang sosual dongasn tanget bona wang diborikan dan 280
PERLIRAKAN
S0P waing borkadu
15 |Mdcncari metods bor altormatt yang kebih oot untuk mengesaliian poooran am
terutama ketiia menghadapil hambatan
15 |Progkud mencn poluang porbeikan yang perke dilzbiogkan untuk meningkathan 200
ualtas pomberian polayan publii.
JURMILAH B35
Aalembang. De=sembaer 2025
Peserta
Maulida Justisia, SE.. MR
MIF. LS530106300801 2000
LAPORAN AKSI PERUBAHAN
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Tabel 7.9 Formulir Mentor (Akhir)

FORMULIR MENTOR

Nama Posoria 1| vizaubda Justisio, S g [N 2 oo | 0. ML ez Saonecan Har, S0P L E3
Wip | DSEEO 1 ORI 13000 NIP: : MesTI0151989091000
Jabatan 1 | Easubbog Koulngan Jalbatan | Jaibvbung furadis Pemibiasyaan Infrasbruktur
D Perumadhan dan Eawasan Ponmuiiman Dinas Poerumadhan dan Fawassn Ponmuiiman
" | Prov. Sumatera Solatan " | Prore. Sumatera Sclatan
Program 1| Pelatihan Eopomimpingn Pongawas D
ocen ponen Sl Ko pOnEn SKOA 1-10
1 |Mongingatian relan ke atau bewahan untuk bomindad sesual dongan nilkad,
reonmi, dan ot onganiasl dalam sogalas siuasl dan kondsl. £50
I |srunjuiicen kbomibmen dan tanggung wah torhadap perclkesalion tugas yang
La ey =500 200
I |Mengingatian roian ko atau wahan untuk melaksanakan tugas dan fungsl
msrcla sesud dongan tengEat waktu yang 2043 dan mematuhil ketoniun bk £50
INTEGRITAS 4 |mismiberiican indonmast yang dapat dipercaya bepada crang kean' pifak kan sesusl
engain ciilka Gnganikeasi. £
5 |Msnorapian Ronma 3T Sturan yang berkaiu dalam ongankaasl soars RonssTen a
dalarn Setian smuasl datam ngioup policraanng . Lo
B |desrmiberiian argumen dongan dssmal pomahaman 3tas Eetontuan yang borkaioo di
organisasi dan bonscibucnsingg dalam mengingatian atau mengajak reian ey’ 20
JUBAILAH B33
T |Morgampadian imonmas] dongan ouioup polas Baik semara toruls maupun lsan dalam
mcsnunjang kclancran ke pada unit,tim yang dipimpinnygz. 20
2 |Melaioukan koordinzsl yang ittt dengan pitak pihak relovan di ingoup satuan
kerja/organisasi dalam rangka menjamin bincia di nglup unibnyga. 200
g Akt monilin bormunikasi dengan pemangiou bepentingan cistonnal onganisasi
WER JAasakan, dalam rangia menunjiang bualias yanon yang deckonggaralan onganisasi £50
10 |Mberespon dengan positif adanya perbodaan atau kemajomuin dalam wnitftim kg
sehiingra totan folus paada tujuan ke yang discpabat. £
11 |Bomang@ungiawal torhadan poran 3tau tugaanya dakam rangia mencapd saaaran a
212 Tujuan Tim yang telah discpaiati. Lo
JUBALAH B84
1T Akt moncr inonmas bebububan pemangio bepentingan dan memberikzn
ponpelasan mengenad proassdur standar pelayanan yang beriiu sebagal upaya o.00
pernenuhan pelayanan publii yang ot dan ofsien.
13 Akt mengembangian komampuan unbul menyesuaiican dirl dengan tuntutan
porubahan dalam pemberian pelayanan publie. £=0
IMIENGELDLA 14 |Mong@uradan Gra yang Doragam untul memastikan bewahan moemahamni arahan
[PER LIBAHAN DN ChERian TUZ2S Waing SC5ul Dengan tanget ko yang diboriian dan S0P yang &=0
15 |Woncari metods ko abornatit yang kebih oot untuk menycsadiiian poliorjzan
onutma ketiia menghadapl hamnbatan .00
15 |Procdtitmencrn pelusng perbeiian yang peri dilsiukan untul moningiatican
ualinas pomberin polayan publik. 200
JUBALAH B35

Falembang. Dagasiar 215
rlentar

Or. H. Muhammad Sanen Har, 5.0, M. &

— e e e e ., =
M2, 1257 101613859091 000
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Tabel 7.10 Rekap Nilai Peserta (Akhir)

Qe Hioux £

REKAP NILAI PESERTA
Nama Maulida Justisia, SE., MM
NIP 155201062008012000
Jabatan Kasubbag Keuangan
Instansi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumatera Selatan
Program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas IV
Komponen Sub Komponen Nilai Kualifikasi
Tanggung jawab 8.9 Baik
Komitmen 5 Istimewa
Kedisplinan 8.8 Baik
Integritas  |Kejujuran 8,8 Baik
Konsistensi 9 Istimewa
Pengambilan Keputusan Dilematis 8,9 Baik
Rata-Rata 8,90 Baik
Kerjasama Internal 8,8 Baik
Kerjasama Eksternal 8.9 Baik
Kerjasama Komunikasi 2.8 Baik
Fleksihilitas 8,9 Baik
Komitmen dalam Tim g Istimewa
Rata-Rata 8,88 Baik
Orientasi Pelayanan 5 Istimewa
Adaptabilitas 8,9 Baik
Mengelola |Pengembangan diri dan orang lain 8,9 Baik
Perubahan |Orientasi pada hasil g Istimewa
Inisiatif g Istimewa
Rata-Rata 8,96 Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku : 8,01 Baik
Keterangan Kualifikasi
9.99-10 Istimewa
7-8.99 Baik
5-6.99 Cukup
3-4.99  Kurang
1-2.99  Sangat Kurang
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Tabel 7.11 Rekap Nilai Mentor (Akhir)

REKAP NILAI MENTOR
Nama Peserta :  Maulida Justisia, SE., MM Nama Mentor Dr. H. Muhammad Senen Har, 5.IP., M. Si
NIP 1 198201062008012000 NIP: 156710161983051000
Jabatan : Kasubbag Keuangan Jabatan : labfung Analis Pembiayaan Infrastruktur
. Dinas Perumahan dan Kawasan . Dinas Perumahan dan
Instansi - Instansi X
Permukiman Prov. Sumatera Selatan Kawasan Permukiman Prov.
Program :  Pelatihan Kepemimpinan Pengawas IV
Komponen Sub Komponen Nilai Kualifikasi
Tanggung jawab 8,9 Baik
Komitmen 5 Istimewa
Kedisplinan 8,9 Baik
Integritas Kejujuran 8.9 Baik
Konsistensi E) Istimewa
Pengambilan Keputusan Dilematis 8,9 Baik
Rata-Rata 8,93 Baik
Kerjasama Internal 8,9 Baik
Kerjasama Eksternal 9 Istimewa
Kerjasama Komunikasi 8,9 Baik
Fleksibilitas 8,9 Baik
Komitmen dalam Tim 9 Istimewa
Rata-Rata 8,94 Baik
Orientasi Pelayanan 9 Istimewa
Adaptabilitas 8,9 Baik
Mengelola Pengembangan diri dan orang lain 2,9 Baik
Perubahan Orientasi pada hasil 9 Istimewa
Inisiatif 9 Istimewa
Rata-Rata 8,96 Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku : 8,04 Baik
Keterangan Kualifikasi
9.99-10 Istimewa
7-8.99 Baik
5-6.99 Cukup
3-4.99 Kurang
1-2.99 Sangat Kurang
LAPORAN AKSI PERUBAHAN
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Tabel 7.12 Rekap Nilai Gabungan Peserta dan Mentor (Akhir)

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR
Nama Maulida Justisia, SE., MM Nama Mentor Dr. H. Muhammad Senen Har, 5.1P., M. Si
NIP 158201062008012000 NIP 196710161585051000
Jabatan Kasubbag Keuangan Jabatan labfung Analis Pembiayaan Infrastruktur
. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman . Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Instansi Instansi
Prov. Sumatera Selatan Prov. Sumatera Selatan
Program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas IV
Komponen |Sub Komponen Nilai Peserta | Nilai Mentor Nilai Rata-Rata | Kualifikasi
Tanggung jawab 8,9 8.9 8,90 Baik
Komitmen 5 5 5,00 Istimewa
Kedisplinan 8.8 8.9 8,87 Baik
Integritas |Kejujuran 8,8 8,9 8,87 Baik
Konsistensi 5 El 5,00 Istimewa
Pengambilan Keputusan 8.9 8,9 8,90 Baik
Rata-Rata 8,90 8,93 8,92 Baik
Kerjasama Internal 8,8 8,9 8,87 Baik
Kerjasama Eksternal 8,9 9 8,97 Baik
Kerjasama I(DmL_m_ilfasi 2,8 2,9 2,87 Baik
Fleksibilitas 8.9 8.9 8,90 Baik
Komitmen dalam Tim 9 ) 9,00 Istimewa
Rata-Rata 8,88 8,94 8,92 Baik
Pelayanan Publik 9 9 9,00 Istimewa
Adaptabilitas 8.9 8.9 8,90 Baik
Mengelola |Pengembangan orang lain 8,9 8,9 8,90 Baik
Perubahan |Orientasi pada hasil 9 9 9,00 Istimewa
Inisiatif 9 9 9,00 Istimewa
Rata-Rata 8,96 8,96 8,96 Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku : 8,91 8,94 8,94 Baik
Kererangan Kualifikasi
9.99-10 Istimewa
7-8.99 Baik
5-6.99 Cukup
3-4.99 Kurang
1-2.99 Saneaf Kurang
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Tabel 7.13 Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta (Akhir)

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta : | Maulida Justisia, S5E., MM Nama Mentor : | Dr. H. Muhammad Senen Har, 5.1P. M. 5i

NIP : | 1982010820080 12000 NIP: ;| 196T10161585091000

Jabatan : Kasubbag Heuangan Jabatan ;| Jabfung Anslis Pembisyaan Infrastriktwer

. Diinzs Perumahan dan Kawssan . Dinas Perumahan dan Kawssan Permukiman

Instansi Permukiman Prov. Sumatera Selatan Instansi * | Prov. Sumatera Selatan

Program : Pelstinan Kepemimpinan Pengawas |V

Milai Komponen
Sub Komponen 0 Sub Komponen Rata-Rata Total Kualifikasi
Integritas Kerjasama Mengelela Perubahan | Sub Komponen Total Sub

Peserta 8,50 B.BB B.98 .91 Baik

Mentor 853 B. 54 B985 B.594 Baik

Nilai Rata-Rata .

Per Sub Kompanen 8,52 8,92 8,96 8,94 Baik

:ﬂﬂ’::; Fer Sub Baik Baik Baik Baik

Kererangan Kualifikasi Akhir Sikap Perilaku

5.95-10 |stimewa

T-8.99 Baik 8,94

B-0.59 Cukup Kualifikasi:

1453 Kurang Baik

1-2.55 Sangat Kurang

REKCOMENDASI PENGEMELANGAN FOTEMWSI DIRL:

Istimewa : | Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilsi gabungan,
peserts perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi din dalam bentuk kegistan-kegistan yang
terukur pa:a =33t melaksanakan aksi perubshannys dengan bimbingan dan pendampingan sebagai
bekal pengayaan sikap perilalou untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi

Baik : h-'arrparl‘atihar nilsi pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan,
peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi din dalsm bentuk kegiatan-kegistan yang
terukur pads saat melaksanskan sksi perubshannya dengan bimbingan dan pendampingan yang
terisdws| sebagsi bekal pendslaman siksp perilskw dslsm jsbatan pimpinsn pengawss

Cukup : | Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Pesarta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan,
peserts periu diberikan program pengembangan potensi din dalam bentuk kegistan-kegistan yang
terukwr pada saat melasksanakan aksi perubshannya dengan bimbingan dan pendampingan yang
terjadwsl sebagsi bekal pengustan sikap perilsku dalsm menduduki jabstan pengawss

Kurang : | Memperhatikan nilai pada sub komponen pads Formulir Peserts stau Mentor dan Rekap nilai gabungan,

Sangat Kurang : | peserta periu diberikan program pengembangan potensi dini dalam bentuk kegiatan-kegistan yang
terukur pads saat melaksanakan aksi perubshannys dengan bimbingan, pendampingan yang sangat
ketat dan sebaiknys agar melibatkan unit pengelols kepegawsian instansi asal peserts sebagai bekal
pengustan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawss
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A. KESIMPULAN
Aksi perubahan “Sistem Informasi Cepat dan Pintar (Si Cetar) untuk Pencatatan
Pembayaran melalui QR Code dan ID Unik” telah berhasil dilaksanakan sebagai
upaya modernisasi proses pencatatan pembayaran yang sebelumya masih dilakukan
secara manual, lambat, dan berpotensi menimbulkan kesalahan. Melalui program ini,
telah tercipta sebuah sistem yang mampu memberikan pencatatan transaksi secara
lebih cepat, akurat, transparan, dan realtime, sehingga secara langsung

meningkatkan kualitas pelayanan serta akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Selama pelaksanaan aksi perubahan, beberapa tahapan penting telah
diselesaikan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan solusi, pembentukan tim
teknis dan administrasi, pengembangan aplikasi, uji coba, pelatihan pengguna,
hingga implementasi dan monitoring. Setiap tahapan memberikan kontribusi

signifikan terhadap keberhasilan sistem yang dibangun.
Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem QR Code dan ID Unik mampu:
1. Mempercepat proses pencatatan pembayaran.

2. Mengurangi kesalahan menginput karena data tercatat secara otomatis

dan terverifikasi.

3. Mendukung transparansi melalui pelaporan realtime yang dapat diakses

oleh pimpinan.

4. Meningkatkan efisiensi kerja dengan alur yang lebih sederhana dan

sistematis.

5. Meningkatkan kepuasan pengguna layanan melalui proses pembayaran

yang modern dan cepat.

Secara keseluruhan, aksi perubahan ini memberikan dampak positif tidak
hanya pada peningkatan kualitas pelayanan, tetapi juga pada penguatan tata kelola
keuangan yang lebih akuntabel dan berbasis teknologi. Diharapkan sistem ini dapat
terus dikembangkan, dipelihara, dan diperluas penerapannya agar manfaatnya

semakin optimal dan berkelanjutan.
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B. SARAN
Adapun saran yang dapat disampaikan dalam aksi perubahan ini adalah :

1. Pengembangan Sistem secara berkelanjutan

Diperlukan pemuhtakhiran sistem secara berkala untuk memastikan aplikasi
tetap relevan, mampu menyesuaikan kebutuhan organisasi, serta mengikuti

perkembangan teknologi dan standar keamanan data.
2. Peningkatan Kapasitas SDM

Pelatihan rutin bagi pengguna sangat penting agar kemampuan dalam
mengoperasikan sistem terus meningkat. Pelatihan juga perlu diberikan kepada

pengguna baru agar kualitas layanan tetap terjaga.
3. Penguatan Infrastruktur Teknologi

Perlu peningkatan kualitas jaringan internet, perangkat pemindaian, dan
kapasitas server agar sistem selalu berjalan cepat, stabil, dan responsif, terutama

pada jam sibuk
4. Optimalisasi Keamanan Data

Sistem harus diperkuat dari sisi keamanan, termasuk pengelolaan hak akses,
enkripsi data, audit log, dan back up rutin, guna menjaga kerahasiaan dan

integritas informasi keuangan.
5. Evaluasi dan Monitoring Berkala

Lakukan evaluasi secara terjadwal untuk menilai performa sistem, menemukan
hambatan, dan menentukan kebutuhan perbaikan. Mekanisme feedback dari

pengguna juga perlu diperkuat.
6. Perluasan Implementasi Sistem

Setelah sistem berjalan optimal, disarankan untuk memperluas penggunaannya
pada unit kerja lain yang membutuhkan pencatatan pembayaran yang cepat dan

akurat.
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